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Abstrak 

Artikel ini membahas dilema kebijakan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik dalam konteks 

Indonesia kontemporer. Efisiensi fiskal pada hakikatnya diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan 

negara, menekan pemborosan, memperbaiki komposisi belanja, dan mengarahkan sumber daya ke program yang 

memiliki manfaat sosial paling besar. Namun, efisiensi yang dipahami semata-mata sebagai pemotongan nominal 

dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dikehendaki: penurunan akses, antrean yang lebih panjang, 

berkurangnya kualitas interaksi layanan, melemahnya pemeliharaan infrastruktur, ketimpangan antardaerah, 

serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, persoalan utama bukanlah memilih 

antara efisiensi atau kualitas, melainkan membangun tata kelola yang mampu mencapai keduanya secara 

simultan melalui konsep value for money, penganggaran berbasis kinerja dan hasil, perlindungan layanan 

esensial, digitalisasi yang inklusif, evaluasi berbasis bukti, serta akuntabilitas yang berorientasi pada 

pengalaman warga. Artikel ini memadukan perspektif ekonomi publik, administrasi publik, manajemen kinerja, 

dan governance untuk menjelaskan bagaimana efisiensi dapat dibedakan dari austerity yang indiscriminatif. 

Dengan menelaah dinamika APBN 2025-2026, kebijakan efisiensi belanja, pelayanan kesehatan, pendidikan, 

administrasi kependudukan, perizinan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pemerintahan daerah, 

artikel mengusulkan kerangka "productive efficiency with service guarantees". Kerangka ini menempatkan mutu 

layanan minimum, keadilan akses, ketepatan sasaran, produktivitas, dan kepercayaan publik sebagai indikator 

keberhasilan yang sama pentingnya dengan penyerapan dan penghematan anggaran. Kesimpulan utama adalah 

bahwa efisiensi anggaran yang baik seharusnya bukan mengurangi kapasitas negara untuk melayani, tetapi 

membebaskan sumber daya dari aktivitas berbiaya tinggi dan bernilai rendah agar dapat dipindahkan ke 

pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. 

 

Kata Kunci: efisiensi anggaran; pelayanan publik; value for money; APBN; penganggaran berbasis kinerja; 

kualitas layanan; tata kelola publik; Indonesia 
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1. Pendahuluan: Ketika Penghematan Bertemu Tuntutan Pelayanan 

Dalam pemerintahan modern, anggaran negara bukan sekadar daftar penerimaan dan pengeluaran. Anggaran 

adalah pernyataan mengenai prioritas politik, pilihan sosial, serta kapasitas institusional negara dalam memenuhi 

kewajibannya kepada warga. Karena sumber daya fiskal selalu terbatas sementara kebutuhan publik cenderung 

meningkat, pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk menggunakan setiap rupiah secara lebih produktif. Di 

sinilah gagasan efisiensi anggaran menjadi penting. Pemerintah perlu mengurangi perjalanan dinas yang tidak 

mendesak, rapat yang dapat dilakukan secara daring, pengadaan yang berlebihan, duplikasi program, biaya 

administrasi yang tidak memberi nilai tambah, serta proyek yang manfaat sosial-ekonominya rendah. Dalam 

kerangka ini, efisiensi merupakan kebajikan manajerial dan fiskal. 

Masalah muncul ketika istilah efisiensi diterjemahkan secara sempit sebagai pemotongan belanja. Pelayanan 

publik memiliki karakter yang berbeda dari banyak aktivitas produksi komersial. Rumah sakit, sekolah, pelayanan 

administrasi, pengelolaan air, pengendalian bencana, keamanan lingkungan, pemeliharaan jalan, hingga 

penanganan kelompok rentan memerlukan kapasitas minimum, kontinuitas, serta kemampuan merespons lonjakan 

kebutuhan. Jika penghematan dilakukan tanpa memahami struktur biaya dan proses layanan, penurunan anggaran 

dapat memindahkan biaya dari pemerintah kepada masyarakat. Warga kemudian membayar melalui waktu 

tunggu, ongkos transportasi tambahan, kehilangan pendapatan akibat birokrasi yang lambat, biaya kesehatan yang 

membesar karena keterlambatan penanganan, atau penurunan kualitas pembelajaran akibat keterbatasan sarana. 

Dilema ini sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki wilayah luas, tingkat kemampuan fiskal daerah yang 

beragam, kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar, dan karakter demografis serta geografis yang 

kompleks. Efisiensi yang berhasil di kementerian pusat belum tentu dapat diterapkan dengan formula identik di 

kabupaten terpencil. Biaya satu unit pelayanan di wilayah padat penduduk dapat jauh lebih rendah daripada biaya 

pelayanan yang sama di kepulauan atau pegunungan karena perbedaan skala ekonomi, akses transportasi, logistik, 

dan ketersediaan tenaga profesional. Karena itu, kebijakan efisiensi yang tampak netral dalam angka dapat 

memiliki dampak distribusional yang tidak netral. 

Konteks fiskal Indonesia 2025-2026 memperlihatkan betapa nyata ketegangan tersebut. Pemerintah 

mendorong efisiensi dan refocusing belanja agar pengeluaran yang dianggap kurang produktif dapat dialihkan ke 

agenda prioritas. Pada saat yang sama, pemerintah juga mempertahankan dan bahkan memperbesar sejumlah 

alokasi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta program prioritas lain. Pada 2025, 

kebijakan efisiensi menargetkan ratusan triliun rupiah pada belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, 

tetapi dokumen pemerintah juga menegaskan bahwa belanja pegawai tertentu, layanan dasar, dan bantuan sosial 

tidak dimaksudkan sebagai objek penghematan yang merusak layanan. Dalam APBN 2026, fungsi pendidikan, 

kesehatan, dan perlindungan sosial tetap memperoleh porsi besar. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi secara 

konseptual bukanlah pengunduran negara dari pelayanan publik, melainkan upaya mengubah komposisi belanja. 

Pertanyaan yang lebih penting kemudian adalah: bagaimana mengetahui bahwa efisiensi benar-benar 

menghasilkan perbaikan? Penghematan anggaran mudah diukur karena dapat dilihat dari nominal. Kualitas 

layanan jauh lebih kompleks. Ia mencakup aksesibilitas, ketepatan waktu, reliabilitas, keamanan, keramahan, 

keadilan, kemudahan prosedur, transparansi, dan hasil substantif. Sekolah yang menghabiskan lebih sedikit biaya 

administrasi tetapi mempertahankan atau meningkatkan hasil belajar dapat dikatakan lebih efisien. Sebaliknya, 

puskesmas yang menghemat belanja operasional tetapi membuat waktu tunggu meningkat tajam tidak dapat serta-

merta dianggap berhasil hanya karena anggaran turun. 

Artikel ini berangkat dari proposisi bahwa efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik bukan dua tujuan 

yang secara alami saling meniadakan. Keduanya dapat saling memperkuat jika negara mampu membedakan biaya 

bernilai rendah dari kapasitas layanan esensial, membangun indikator hasil yang tepat, menggunakan teknologi 
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secara selektif, memperbaiki proses, serta menjaga keadilan akses. Namun keduanya dapat berubah menjadi trade-

off apabila efisiensi dirancang sebagai target pemotongan seragam, dilaksanakan tanpa data granular, atau 

dibiarkan menggeser beban biaya ke warga. 

Pembahasan selanjutnya menguraikan konsep efisiensi dari perspektif ekonomi publik dan administrasi, 

menjelaskan karakter kualitas pelayanan publik, membahas pengalaman dan risiko implementasi di Indonesia, 

serta menawarkan kerangka kebijakan yang menempatkan value for money dan service guarantee sebagai dua sisi 

dari tata kelola fiskal yang sehat. Fokus utama bukan semata pada berapa banyak negara membelanjakan uang, 

tetapi pada apa yang dihasilkan, siapa yang menerima manfaat, berapa biaya yang harus ditanggung warga, dan 

apakah pelayanan tersebut memperkuat kepercayaan kepada institusi publik. 

Secara manajerial, dilema ini dapat dijelaskan melalui kurva efisiensi-kualitas. Pada tahap awal, pengurangan 

waste dapat meningkatkan efisiensi tanpa memengaruhi kualitas. Setelah slack habis, setiap penghematan 

tambahan mulai mengurangi kapasitas. Titik transisi ini berbeda antarunit. Karena itu, kebijakan nasional perlu 

menyediakan ruang diskresi berbasis bukti. Penting pula membedakan cost containment dari cost shifting. Cost 

containment mengurangi biaya total, sedangkan cost shifting hanya memindahkan biaya dari anggaran publik ke 

rumah tangga, perusahaan, atau pemerintah daerah. Dari perspektif kesejahteraan sosial, hanya yang pertama 

dapat diklaim sebagai efisiensi sejati. 

Indonesia juga menghadapi tekanan demografis. Urbanisasi meningkatkan permintaan transportasi, 

perumahan, air, dan pelayanan kota. Populasi menua meningkatkan biaya kesehatan dan perlindungan sosial. 

Transformasi digital menuntut investasi keamanan siber dan interoperabilitas. Perubahan iklim meningkatkan 

kebutuhan adaptasi, kesiapsiagaan bencana, dan pemeliharaan infrastruktur. Dengan demikian, ruang fiskal akan 

terus diperebutkan oleh kebutuhan jangka pendek dan investasi jangka panjang. Efisiensi bukan pilihan temporer, 

tetapi kapasitas strategis negara. 

Di sisi lain, masyarakat semakin membandingkan pengalaman pelayanan publik dengan layanan digital 

swasta yang cepat dan personal. Ekspektasi terhadap transparansi, tracking, notifikasi, dan kemudahan meningkat. 

Ini menciptakan apa yang dapat disebut expectation gap. Bahkan ketika kualitas objektif membaik, kepuasan dapat 

stagnan jika ekspektasi naik lebih cepat. Pemerintah perlu mengelola kualitas dan komunikasi secara bersamaan. 

Artikel ini karena itu menilai efisiensi melalui empat pertanyaan: apakah biaya pemerintah berkurang; apakah 

biaya warga juga berkurang; apakah kualitas tetap atau meningkat; dan apakah akses bagi kelompok rentan tetap 

terjaga. Jika salah satu jawaban negatif, klaim efisiensi perlu diperiksa lebih lanjut. 

2. Makna Efisiensi Anggaran: Dari Hemat ke Value for Money 

Efisiensi anggaran sering disamakan dengan berhemat, padahal dalam teori ekonomi publik dan manajemen 

kinerja maknanya lebih luas. Efisiensi berhubungan dengan rasio antara sumber daya yang digunakan dan hasil 

yang diperoleh. Sebuah instansi menjadi lebih efisien apabila dengan input yang sama mampu menghasilkan 

output yang lebih banyak atau lebih baik, atau apabila output dan kualitas yang sama dapat dicapai dengan biaya 

yang lebih rendah. Definisi ini penting karena menunjukkan bahwa pengurangan biaya hanyalah salah satu cara 

menuju efisiensi. Cara lain adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki proses, mengurangi kegagalan, 

melakukan standardisasi pengadaan, menggunakan data untuk targeting, atau menghilangkan tahapan birokrasi 

yang tidak menambah nilai. 

Konsep value for money biasanya dibangun di atas tiga unsur: economy, efficiency, dan effectiveness. 

Economy berarti memperoleh input yang dibutuhkan dengan harga dan kualitas yang wajar. Efficiency berarti 

mengubah input menjadi output dengan produktivitas tinggi. Effectiveness menilai apakah output tersebut 

menghasilkan outcome yang menjadi tujuan kebijakan. Dalam pelayanan publik, ketiganya harus dibaca bersama. 
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Obat yang dibeli murah tetapi kualitasnya buruk tidak ekonomis secara substantif. Rumah sakit yang merawat 

lebih banyak pasien per dokter tetapi meningkatkan risiko kesalahan klinis belum tentu efisien. Program 

administrasi digital yang mengurangi biaya loket tetapi membuat kelompok lansia atau masyarakat tanpa koneksi 

internet kehilangan akses juga tidak efektif secara sosial. 

Dimensi keempat yang semakin penting adalah equity atau keadilan. Pemerintah berbeda dari perusahaan 

karena tidak hanya melayani konsumen yang paling menguntungkan. Negara memiliki kewajiban terhadap 

wilayah terpencil, kelompok miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan warga yang mungkin 

memerlukan biaya pelayanan lebih tinggi. Karena itu, pendekatan efisiensi murni berbasis biaya rata-rata 

berpotensi menghasilkan bias terhadap kelompok yang mahal untuk dilayani. Pemerataan harus masuk ke dalam 

fungsi tujuan manajemen publik. 

Efisiensi juga perlu dibedakan menjadi efisiensi teknis, alokatif, dan dinamis. Efisiensi teknis bertanya apakah 

suatu unit menghasilkan output maksimum dari input yang tersedia. Efisiensi alokatif menilai apakah sumber daya 

ditempatkan pada program yang manfaat marginalnya paling tinggi. Efisiensi dinamis berkaitan dengan 

kemampuan berinovasi, belajar, dan menyesuaikan diri dalam jangka panjang. Suatu kementerian dapat efisien 

secara teknis tetapi tidak secara alokatif jika ia menjalankan program yang tidak lagi relevan. Sebaliknya, belanja 

digitalisasi mungkin tampak mahal pada tahun pertama tetapi menghasilkan efisiensi dinamis karena menurunkan 

biaya transaksi selama bertahun-tahun. 

Dalam pengelolaan APBN dan APBD, sasaran efisiensi semestinya bukan sekadar menurunkan spending, 

tetapi meningkatkan spending quality. Artinya, pemerintah perlu menilai komposisi belanja, ketepatan sasaran, 

hubungan antara input-output-outcome, serta risiko layanan. Belanja administrasi yang tidak langsung 

menghasilkan manfaat dapat tetap diperlukan apabila menjadi enabling expenditure, misalnya sistem informasi, 

keamanan siber, audit, pemeliharaan, atau pelatihan pegawai. Pemotongan buta pada komponen ini dapat 

menghasilkan penghematan jangka pendek namun biaya lebih besar di masa depan. 

Karena itu, setiap kebijakan efisiensi idealnya memulai proses dengan pemetaan aktivitas. Aktivitas dapat 

dikelompokkan menjadi: layanan inti yang harus dijaga, fungsi pendukung yang dapat dioptimalkan, aktivitas 

yang dapat didigitalisasi atau dikonsolidasikan, dan kegiatan yang dapat dihentikan karena manfaatnya rendah. 

Pendekatan ini lebih matang daripada pemotongan persentase seragam. Ia juga memungkinkan manajer publik 

menjelaskan alasan perubahan kepada pegawai dan masyarakat. 

Pada tingkat praktis, efisiensi yang berkualitas membutuhkan baseline. Pemerintah perlu mengetahui biaya 

per unit layanan, waktu proses, jumlah penerima manfaat, tingkat kegagalan, keluhan, dan kualitas outcome 

sebelum intervensi. Tanpa baseline, penghematan tidak dapat dikaitkan dengan dampaknya. Bila anggaran suatu 

layanan turun 10 persen, kita perlu mengetahui apakah waktu penyelesaian tetap, kualitas tetap, jumlah penerima 

tetap, dan kelompok rentan tetap terjangkau. Jika ya, efisiensi mungkin tercapai. Jika salah satu indikator 

memburuk signifikan, pemerintah harus menghitung apakah penghematan tersebut benar-benar ekonomis dari 

perspektif sosial. 

Dengan demikian, efisiensi anggaran seharusnya dipahami sebagai disiplin untuk menghilangkan pemborosan 

dan meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan tujuan publik. Definisi ini menjadi dasar penting untuk 

menilai hubungan antara kebijakan penghematan dan kualitas pelayanan dalam bagian-bagian berikutnya. 

3. Kualitas Pelayanan Publik sebagai Nilai Publik 

Pelayanan publik bukan sekadar transaksi administratif antara pemerintah dan warga. Ia merupakan arena 

tempat legitimasi negara dirasakan secara konkret. Bagi sebagian besar masyarakat, negara tidak hadir dalam 

bentuk teori konstitusi atau angka APBN, melainkan melalui pengalaman ketika mengurus identitas, membawa 
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anak ke sekolah, mendapatkan layanan kesehatan, melaporkan gangguan listrik atau air, memperoleh bantuan 

sosial, mengurus izin usaha, membayar pajak, atau meminta perlindungan ketika terjadi bencana. Karena itu, 

kualitas pelayanan memiliki dimensi politik dan sosial yang jauh melampaui ukuran kepuasan pelanggan. 

Konsep public value membantu menjelaskan karakter tersebut. Pelayanan dianggap bernilai bukan hanya 

karena murah dan cepat, tetapi karena menghasilkan manfaat yang dianggap sah dan penting oleh masyarakat: 

keselamatan, kesehatan, pendidikan, kepastian hukum, peluang ekonomi, keadilan, dan rasa dihormati sebagai 

warga. Nilai publik juga memiliki dimensi prosedural. Dua layanan yang menghasilkan output sama dapat dinilai 

berbeda bila satu prosesnya transparan dan adil sedangkan yang lain diskriminatif atau penuh biaya informal. 

Secara operasional, kualitas pelayanan dapat dilihat melalui beberapa dimensi. Pertama, aksesibilitas: apakah 

warga dapat memperoleh layanan tanpa hambatan geografis, finansial, digital, atau sosial. Kedua, responsiveness: 

seberapa cepat institusi merespons kebutuhan dan keluhan. Ketiga, reliability: apakah layanan konsisten dan dapat 

diandalkan. Keempat, competence: apakah petugas dan sistem memiliki kapasitas profesional. Kelima, fairness: 

apakah masyarakat diperlakukan setara dan kelompok rentan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Keenam, 

transparency: apakah syarat, biaya, waktu, dan keputusan dapat dipahami. Ketujuh, outcome: apakah layanan 

benar-benar memperbaiki kondisi warga. 

Pengukuran kualitas yang hanya mengandalkan output administratif dapat menyesatkan. Misalnya, sebuah 

dinas dapat melaporkan 100 persen dokumen selesai, tetapi sebagian besar selesai lebih lama dari standar. Sekolah 

dapat menunjukkan tingkat kelulusan tinggi, tetapi kompetensi literasi tidak meningkat. Rumah sakit dapat 

meningkatkan volume pasien, tetapi keselamatan atau komunikasi dokter-pasien memburuk. Karena itu, kualitas 

memerlukan kombinasi indikator kuantitatif, indikator hasil, dan pengalaman pengguna. 

Data OECD/ADB tentang Asia Tenggara menunjukkan bahwa pada 2024 tingkat kepuasan terhadap 

pelayanan pendidikan dan kesehatan di Indonesia relatif tinggi. Namun angka agregat tidak menghilangkan 

persoalan heterogenitas. Kepuasan nasional dapat hidup berdampingan dengan disparitas layanan antarwilayah, 

antarpendapatan, atau antara perkotaan dan perdesaan. Bagi kebijakan efisiensi, perbedaan ini penting karena 

pemotongan anggaran yang sama persentasenya dapat memiliki dampak sangat berbeda. Unit yang sudah 

memiliki kapasitas tinggi mungkin masih dapat menghemat tanpa menurunkan layanan, sedangkan unit yang sejak 

awal kekurangan tenaga dan sarana dapat mengalami penurunan kualitas yang tajam. 

Kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh dimensi waktu. Banyak pengeluaran yang tidak terlihat produktif 

justru menjaga kualitas jangka panjang: preventive maintenance, pelatihan tenaga kesehatan, pengembangan guru, 

sistem cadangan data, pemeliharaan kendaraan darurat, dan audit keselamatan. Ketika anggaran ditekan, 

komponen semacam ini sering menjadi sasaran karena manfaatnya tidak segera terlihat. Efek negatifnya muncul 

beberapa tahun kemudian dalam bentuk kerusakan aset, skill decay, gangguan layanan, atau biaya perbaikan yang 

lebih besar. 

Karena itu, jika efisiensi dipandang sebagai tujuan manajemen, kualitas harus diperlakukan sebagai batas atau 

constraint. Pemerintah dapat menurunkan biaya selama standar layanan minimum tetap dipenuhi atau meningkat. 

Konsep ini mirip dengan productive efficiency under service standards: optimasi dilakukan bukan dalam ruang 

kosong, melainkan di bawah persyaratan kualitas, keselamatan, dan keadilan. Untuk layanan tertentu, seperti 

kesehatan darurat, kebencanaan, dan keamanan, threshold kualitas bahkan lebih penting daripada penghematan 

biaya. 

Pada akhirnya, hubungan antara anggaran dan kualitas tidak linear. Tambahan anggaran tidak otomatis 

meningkatkan layanan bila tata kelola lemah; sebaliknya, pengurangan anggaran tidak otomatis menurunkan 

layanan bila pemborosan besar. Yang menentukan adalah kapasitas institusi untuk mengubah sumber daya 
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menjadi public value. Inilah sebabnya reformasi fiskal perlu berjalan bersama reformasi proses, SDM, teknologi, 

tata kelola, dan sistem akuntabilitas. 

4. Efisiensi 2025-2026 dan Konteks Fiskal Indonesia 

Kebijakan efisiensi belanja di Indonesia pada 2025 menjadi salah satu contoh penting untuk memahami 

bagaimana reformasi pengeluaran publik dijalankan dalam situasi tuntutan fiskal dan agenda prioritas yang besar. 

Pemerintah menginstruksikan efisiensi belanja APBN dan APBD dengan sasaran ratusan triliun rupiah, termasuk 

penghematan pada belanja kementerian/lembaga dan sebagian transfer ke daerah. Arah kebijakan utamanya 

adalah mengurangi pengeluaran yang dianggap kurang produktif, seperti perjalanan dinas, seminar, rapat, alat 

tulis, dan berbagai biaya administratif, kemudian melakukan refocusing ke program prioritas nasional. 

Secara konseptual, langkah tersebut sejalan dengan prinsip spending review dan expenditure reprioritization. 

Negara tidak harus mempertahankan komposisi pengeluaran yang diwarisi dari tahun sebelumnya. Program dapat 

kehilangan relevansi, teknologi dapat menurunkan biaya, dan desain kelembagaan dapat mengandung duplikasi. 

Oleh karena itu, review periodik merupakan bagian wajar dari manajemen fiskal modern. Yang penting adalah 

mekanisme penentuan prioritas, perlindungan fungsi esensial, serta transparansi penggunaan hasil penghematan. 

Dokumen fiskal pemerintah pada 2025 menekankan bahwa efisiensi tidak dimaksudkan untuk mengurangi 

layanan dasar atau bantuan sosial. Ini merupakan prinsip penting. Dalam teori manajemen publik, pemotongan 

overhead dan pemotongan frontline capacity memiliki dampak yang berbeda. Mengurangi rapat tatap muka dapat 

menghemat tanpa merugikan warga. Mengurangi jam operasi puskesmas atau pemeliharaan jalan dapat langsung 

menurunkan kualitas. Karena itu, klasifikasi belanja berdasarkan dampak terhadap layanan jauh lebih relevan 

daripada sekadar jenis akun. 

Pada 2026, orientasi efisiensi tetap muncul tetapi dibarengi dengan alokasi besar pada sektor-sektor prioritas. 

Pemerintah mengarahkan belanja negara pada ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan 

sosial, pembangunan desa, serta agenda strategis lain. Anggaran fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan 

sosial tetap signifikan. Dalam Nota Keuangan 2026, anggaran kesehatan secara luas diarahkan pada peningkatan 

akses dan pemerataan layanan berkualitas, revitalisasi fasilitas, jaminan kesehatan, tenaga medis, dan program 

pencegahan. Ini menunjukkan bahwa efisiensi dan ekspansi layanan dapat berjalan simultan bila penghematan 

diarahkan pada komponen yang tidak produktif dan hasilnya direalokasikan. 

Namun, tantangan implementasi tetap besar. Pertama, kementerian dan pemerintah daerah memiliki kapasitas 

manajemen yang berbeda. Instansi dengan sistem costing dan data kinerja yang baik dapat melakukan selective 

efficiency, sedangkan yang datanya lemah cenderung menggunakan pemotongan proporsional. Kedua, program 

prioritas sering membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Bila efisiensi memotong kapasitas koordinasi, proses 

realokasi dapat justru menjadi lebih lambat. Ketiga, transfer ke daerah memiliki fungsi penting dalam pelayanan 

dasar. Penyesuaian transfer dapat memberi tekanan pada daerah yang ruang fiskalnya sempit, terutama bila 

pendapatan asli daerah rendah. 

Tantangan lain adalah sequencing. Penghematan idealnya dilakukan setelah proses redesign, digitalisasi, 

konsolidasi, atau perbaikan pengadaan. Jika anggaran dipotong terlebih dahulu sementara proses lama tetap 

dipertahankan, organisasi hanya memiliki lebih sedikit sumber daya untuk mengerjakan pekerjaan yang sama. 

Hasilnya bukan produktivitas, melainkan overload. Pegawai frontline mengalami beban kerja lebih tinggi, waktu 

tunggu bertambah, dan maintenance ditunda. 

Konteks 2025-2026 juga menegaskan pentingnya komunikasi kebijakan. Istilah efisiensi sering menimbulkan 

persepsi bahwa semua unit harus mengurangi biaya. Dalam birokrasi, sinyal semacam ini dapat menghasilkan 

over-compliance: manajer memotong kegiatan penting untuk menunjukkan kepatuhan. Karena itu, pemerintah 
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pusat perlu memberikan kriteria jelas mengenai belanja yang dilindungi, belanja yang dapat ditunda, dan belanja 

yang harus dihentikan. 

Pelajaran utama dari konteks Indonesia adalah bahwa efisiensi bukan proyek satu tahun. Ia harus menjadi 

sistem berulang yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, pengadaan, manajemen aset, SDM, 

digitalisasi, serta evaluasi. Efisiensi fiskal yang berkelanjutan membutuhkan institusi yang belajar, bukan sekadar 

organisasi yang melakukan penghematan sesaat. 

Secara kebijakan, refocusing juga memiliki dimensi political economy. Program yang sudah berjalan memiliki 

penerima manfaat, organisasi pelaksana, kontraktor, dan jaringan kepentingan. Menghentikan program bernilai 

rendah tidak selalu mudah walaupun secara teknis rasional. Spending review karena itu membutuhkan governance 

yang mampu mengatasi status quo bias dan sunk-cost fallacy. Transparansi alasan penghentian program 

membantu membangun legitimasi. 

Efisiensi juga sebaiknya memperhatikan kualitas eksekusi. Dalam sistem anggaran tahunan, penundaan 

keputusan dapat mempersempit waktu pelaksanaan dan mendorong belanja terburu-buru menjelang akhir tahun. 

Jika kebijakan efisiensi dan pembukaan blokir anggaran tidak memiliki kalender yang jelas, unit pelaksana dapat 

mengalami uncertainty cost. Kontraktor menunda mobilisasi, pengadaan tertunda, dan target layanan bergeser. 

Dengan kata lain, timing kebijakan sama pentingnya dengan nominal. 

Aspek daerah menambah kompleksitas. Transfer yang berkurang dapat memengaruhi proyek konektivitas, 

irigasi, atau layanan dasar. Sebagian daerah dapat menutup kekurangan melalui PAD; daerah lain tidak. Oleh 

sebab itu, evaluasi 2025-2026 perlu melihat bukan hanya agregat nasional, tetapi variasi antarwilayah serta 

dampaknya pada indikator pelayanan. 

5. Austerity, Efisiensi, dan Risiko Salah Kaprah 

Dalam perdebatan kebijakan publik, efisiensi sering tercampur dengan austerity. Padahal keduanya berbeda. 

Austerity biasanya merujuk pada kebijakan pengurangan defisit melalui penurunan pengeluaran atau peningkatan 

penerimaan yang cukup luas, terutama ketika tekanan fiskal tinggi. Efisiensi, sebaliknya, tidak mensyaratkan 

penurunan total belanja. Pemerintah dapat meningkatkan total anggaran sekaligus menjadi lebih efisien bila biaya 

per outcome turun dan alokasi menjadi lebih produktif. 

Perbedaan ini bukan semantik. Jika efisiensi diterjemahkan sebagai target nominal, setiap unit terdorong 

mencari bagian yang paling mudah dipotong, bukan yang paling tidak bernilai. Belanja pemeliharaan, pelatihan, 

monitoring, dan kegiatan pencegahan sering menjadi korban karena efek penurunannya tidak langsung tampak. 

Pemotongan jenis ini dapat menciptakan fiscal illusion: laporan tahun berjalan tampak hemat, tetapi biaya masa 

depan meningkat. 

Contoh sederhana dapat dilihat pada pemeliharaan jalan. Menunda pemeliharaan rutin mungkin menghemat 

anggaran tahun ini. Namun kerusakan yang dibiarkan berkembang memerlukan rehabilitasi yang jauh lebih mahal 

beberapa tahun kemudian. Selain itu, masyarakat menanggung biaya kendaraan, waktu perjalanan, dan risiko 

kecelakaan. Jika seluruh biaya sosial diperhitungkan, penghematan tersebut dapat menjadi inefisiensi. 

Hal serupa terjadi dalam kesehatan. Mengurangi program skrining, imunisasi, atau deteksi dini dapat menekan 

biaya jangka pendek, tetapi meningkatkan biaya pengobatan ketika penyakit terdeteksi pada tahap lanjut. Di 

bidang pendidikan, pemotongan pengembangan kompetensi guru dapat tidak terlihat dalam satu tahun, tetapi 

berdampak pada kualitas pembelajaran dalam jangka panjang. Pada sistem informasi, menunda pembaruan 

keamanan siber dapat menghasilkan risiko kerugian jauh lebih besar. 
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Karena itu, kebijakan efisiensi harus menggunakan perspektif lifecycle cost dan total social cost. Pengambilan 

keputusan tidak boleh hanya melihat angka kas dalam satu tahun anggaran. Investasi tertentu memiliki payback 

lebih panjang tetapi menghasilkan manfaat berulang. Di sinilah multi-year budgeting dan medium-term 

expenditure framework menjadi relevan. 

Risiko lain adalah ratchet effect. Jika unit berhasil menghemat dan anggarannya langsung dikurangi secara 

permanen, manajer dapat kehilangan insentif untuk berinovasi karena penghematan dianggap sebagai hukuman. 

Sebaliknya, jika sebagian savings dapat digunakan kembali untuk meningkatkan layanan atau investasi, organisasi 

memiliki insentif lebih kuat untuk mencari efisiensi nyata. Mekanisme gain-sharing dapat dipertimbangkan secara 

selektif dengan tetap menjaga disiplin fiskal. 

Efisiensi juga dapat menimbulkan false economy ketika organisasi mengganti tenaga ahli dengan solusi murah 

yang kualitasnya rendah, mengurangi pengawasan kontrak, atau memilih vendor termurah tanpa 

memperhitungkan reliabilitas. Pengadaan pemerintah yang baik tidak semata mencari lowest price, tetapi best 

value. Kontrak murah yang menghasilkan keterlambatan atau pekerjaan ulang meningkatkan biaya total. 

Dengan demikian, kebijakan efisiensi harus didesain sebagai quality-preserving reform. Pemerintah perlu 

menyatakan secara eksplisit bahwa target penghematan tunduk pada standar layanan, keselamatan, dan keadilan. 

Penghematan yang menurunkan mutu di bawah threshold harus dikategorikan sebagai kegagalan, bukan 

keberhasilan. 

6. Perspektif Ekonomi Publik: Produktivitas, Efektivitas, dan Opportunity Cost 

Ekonomi publik menyediakan kerangka penting untuk memahami mengapa efisiensi diperlukan. Setiap rupiah 

yang digunakan untuk satu tujuan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Inilah opportunity cost. Jika pemerintah 

menghabiskan sumber daya pada kegiatan dengan manfaat sosial rendah, masyarakat kehilangan kesempatan 

memperoleh manfaat dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau perlindungan sosial yang mungkin lebih 

tinggi. 

Namun opportunity cost juga berlaku pada pemotongan. Menghemat anggaran layanan esensial dapat 

menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar daripada nilai penghematan. Karena itu, keputusan fiskal perlu 

berbasis pada marginal social benefit dan marginal social cost. Pengurangan pertama pada belanja yang sangat 

boros mungkin hampir tidak memiliki dampak negatif. Tetapi pengurangan berikutnya dapat mulai menyentuh 

kapasitas kritis. Hubungan ini bersifat non-linear. 

Konsep diminishing returns juga relevan. Tambahan anggaran pada suatu program pada awalnya dapat 

menghasilkan manfaat besar, tetapi setelah kapasitas tertentu, tambahan belanja memberi outcome yang lebih 

kecil. Pada titik itu, realokasi ke program lain dapat meningkatkan kesejahteraan total. Spending review 

seharusnya mencari titik-titik ini. 

Masalahnya, pengukuran manfaat publik tidak selalu mudah. Nilai layanan pendidikan, keadilan, 

kesiapsiagaan bencana, atau kepercayaan publik tidak seluruhnya dapat dikonversi menjadi rupiah. Analisis cost-

benefit tetap penting, tetapi harus dilengkapi dengan pertimbangan distributional dan ethical. Program untuk 

wilayah terpencil mungkin memiliki cost per beneficiary tinggi, namun diperlukan untuk menjamin hak dasar. 

Ekonomi publik juga menekankan externalities. Pelayanan kesehatan preventif menghasilkan manfaat bagi 

masyarakat luas, bukan hanya individu yang menerima layanan. Pendidikan meningkatkan produktivitas, 

partisipasi sosial, dan kapasitas inovasi. Infrastruktur publik menurunkan biaya transaksi. Jika efisiensi hanya 

menilai manfaat langsung bagi penerima, program dengan externalities besar dapat undervalued. 
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Selain itu, kualitas institusi memengaruhi produktivitas belanja. Literatur empiris menunjukkan bahwa 

hubungan antara pengeluaran publik dan hasil sosial sangat tergantung pada governance. Belanja lebih besar tidak 

otomatis meningkatkan outcome ketika kebocoran, salah sasaran, atau kelemahan administrasi tinggi. Sebaliknya, 

reformasi tata kelola dapat meningkatkan hasil tanpa tambahan anggaran besar. Ini menjadi argumen kuat bahwa 

agenda efisiensi harus berfokus pada institusi, bukan hanya nominal. 

Dalam konteks Indonesia, heterogenitas wilayah membuat perhitungan efisiensi lebih kompleks. Satu unit 

output dapat memiliki biaya berbeda karena geografi, kepadatan, logistik, dan kapasitas lokal. Benchmarking 

harus membandingkan unit yang comparable. Jika daerah kepulauan dinilai dengan standar biaya kota besar, ia 

akan tampak tidak efisien meskipun perbedaan biaya bersifat struktural. 

Karena itu, analisis efisiensi yang baik perlu risk-adjusted dan context-adjusted. Dalam kesehatan dikenal 

case-mix adjustment; dalam pendidikan dapat digunakan karakteristik siswa dan lingkungan; dalam pelayanan 

wilayah dapat digunakan indeks kesulitan geografis. Prinsip serupa seharusnya diterapkan dalam evaluasi 

anggaran. 

Kesimpulannya, perspektif ekonomi publik mendukung efisiensi, tetapi menolak simplifikasi. Tujuan 

akhirnya adalah memaksimalkan kesejahteraan sosial dari sumber daya yang terbatas, bukan meminimalkan 

belanja tanpa memandang dampak. 

7. Perspektif Administrasi Publik: Dari New Public Management ke Public Value 

Sejarah reformasi administrasi publik menunjukkan perubahan cara pemerintah memandang efisiensi. New 

Public Management pada akhir abad ke-20 menekankan orientasi hasil, pengukuran kinerja, kompetisi, 

kontraktualisasi, dan praktik manajemen yang banyak dipinjam dari sektor swasta. Pendekatan ini membawa 

kontribusi penting: birokrasi didorong memperhatikan biaya, output, dan kepuasan pengguna, bukan hanya 

kepatuhan prosedural. 

Namun NPM juga mendapat kritik karena dapat mendorong fragmentasi, gaming indikator, dan fokus 

berlebihan pada target terukur. Pelayanan publik memiliki tujuan majemuk yang tidak selalu mudah direduksi 

menjadi KPI. Sekolah dapat mengejar nilai ujian sambil mengabaikan kreativitas; rumah sakit dapat mengejar 

throughput sambil mengurangi komunikasi; kantor layanan dapat mengejar jumlah dokumen selesai tetapi 

memindahkan beban administratif kepada warga. 

Pendekatan public value dan new public governance kemudian memperluas perspektif. Pemerintah tidak 

hanya menghasilkan output, tetapi membangun nilai melalui jaringan aktor, partisipasi, kepercayaan, fairness, dan 

outcome sosial. Efisiensi tetap penting, tetapi menjadi satu nilai di antara beberapa nilai publik lainnya. 

Untuk Indonesia, kombinasi perspektif ini sangat relevan. Reformasi birokrasi membutuhkan disiplin kinerja, 

tetapi pelayanan di negara besar dan beragam memerlukan fleksibilitas serta kolaborasi. Pemerintah pusat, daerah, 

BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, swasta, dan komunitas sering terlibat dalam satu ekosistem layanan. 

Efisiensi pada satu organisasi dapat menghasilkan inefisiensi sistem jika biaya hanya dipindahkan ke organisasi 

lain. 

Sebagai contoh, digitalisasi perizinan dapat mengurangi beban kantor pemerintah. Tetapi jika integrasi data 

lemah, pelaku usaha masih harus mengunggah informasi yang sama berulang kali. Secara internal instansi terlihat 

efisien, tetapi biaya transaksi masyarakat tetap tinggi. Karena itu, unit analisis harus bergeser dari organisasi ke 

citizen journey. 
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Citizen journey mapping membantu melihat seluruh pengalaman warga dari awal hingga akhir. Setiap 

dokumen tambahan, perjalanan, waktu tunggu, biaya internet, atau ketidakjelasan prosedur adalah bagian dari 

social cost of administration. Efisiensi pelayanan harus mengurangi total beban, bukan hanya biaya pemerintah. 

Administrasi publik juga menekankan street-level bureaucracy. Petugas frontline sering memiliki diskresi 

untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik. Ketika sumber daya berkurang dan tuntutan meningkat, mereka 

dapat melakukan coping: membatasi waktu per pengguna, membuat kriteria informal, menunda kasus kompleks, 

atau mengarahkan warga ke kanal lain. Dampak ini sering tidak terlihat dalam laporan anggaran tetapi menentukan 

kualitas nyata. 

Karena itu, reformasi efisiensi harus melibatkan pegawai frontline. Mereka mengetahui titik bottleneck, 

duplikasi, dan aktivitas bernilai rendah. Top-down cuts tanpa konsultasi dapat menghilangkan fungsi yang justru 

krusial. Sebaliknya, continuous improvement berbasis pengalaman pegawai dapat menemukan efisiensi yang 

tidak merusak kualitas. 

Dari perspektif administrasi publik, efisiensi yang matang adalah kemampuan organisasi publik untuk 

menggunakan sumber daya secara hemat sambil menjaga legitimasi, fairness, kapasitas responsif, dan hasil sosial. 

Ini bukan sekadar teknik akuntansi, tetapi bagian dari desain institusi. 

8. Kesehatan: Efisiensi Tanpa Mengorbankan Keselamatan dan Akses 

Sektor kesehatan merupakan contoh paling jelas mengenai keterbatasan pendekatan pemotongan linear. 

Layanan kesehatan memiliki tuntutan kapasitas cadangan, standar keselamatan, kebutuhan tenaga profesional, dan 

variasi kasus yang tinggi. Produktivitas tidak dapat hanya diukur dengan jumlah pasien per tenaga atau biaya per 

kunjungan. 

Efisiensi dapat dicapai melalui banyak cara: memperkuat layanan primer agar kasus tidak perlu masuk rumah 

sakit, meningkatkan pencegahan, mengurangi duplikasi pemeriksaan, memperbaiki sistem rujukan, menerapkan 

pengadaan obat yang lebih baik, menggunakan rekam medis terintegrasi, mengurangi klaim tidak tepat, dan 

memperbaiki manajemen aset. Semua ini dapat menurunkan biaya tanpa menurunkan kualitas. 

Sebaliknya, penghematan yang memotong tenaga, bahan habis pakai, pemeliharaan alat, atau jam layanan 

dapat meningkatkan waiting time dan clinical risk. Dalam kesehatan, biaya kualitas rendah sering tersembunyi. 

Infeksi, readmission, diagnosis terlambat, atau medication error menghasilkan biaya tambahan yang jauh lebih 

besar. 

Indonesia pada 2026 mengarahkan anggaran kesehatan tidak hanya pada pembiayaan pengobatan, tetapi juga 

peningkatan akses dan pemerataan, revitalisasi fasilitas, cek kesehatan, penanggulangan tuberkulosis, dan 

penguatan tenaga kesehatan. Arah ini menunjukkan pentingnya memandang efisiensi melalui outcome kesehatan, 

bukan hanya biaya administrasi. 

Salah satu instrumen penting adalah health technology assessment. Pemerintah dapat menilai efektivitas biaya 

teknologi, obat, dan intervensi berdasarkan bukti klinis. Pendekatan ini lebih rasional dibanding pembatasan 

anggaran secara menyeluruh. Demikian pula, payment reform dapat mendorong provider untuk meningkatkan 

kualitas tanpa overuse. 

Digital health berpotensi mengurangi biaya, terutama untuk konsultasi tertentu, monitoring, dan administrasi. 

Namun desainnya harus mempertimbangkan literasi digital, perlindungan data, interoperabilitas, dan kebutuhan 

tatap muka. Telemedicine bukan pengganti universal bagi layanan fisik. 
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Keadilan geografis juga harus menjadi indikator. Rumah sakit atau puskesmas di wilayah terpencil dapat 

memiliki utilisasi lebih rendah tetapi fungsi strategis tinggi. Jika efisiensi dinilai berdasarkan volume semata, 

fasilitas tersebut tampak mahal. Padahal keberadaannya merupakan insurance capacity bagi masyarakat. 

Dengan demikian, prinsip efisiensi kesehatan yang baik adalah mengurangi waste, bukan care. Waste 

mencakup pemeriksaan tidak perlu, proses administratif berulang, pengadaan buruk, preventable errors, dan 

koordinasi yang lemah. Care mencakup kapasitas klinis, keselamatan, akses, dan komunikasi. Kebijakan harus 

mampu membedakan keduanya. 

Dalam rumah sakit, konsep lean management dapat diterapkan untuk mengurangi waiting, unnecessary 

motion, overprocessing, duplication, dan inventory waste. Tetapi lean berbeda dari understaffing. Lean bertujuan 

membuat aliran kerja lebih baik dengan sumber daya yang tepat, bukan mengurangi staf sampai sistem kehilangan 

kemampuan menghadapi variasi permintaan. 

Untuk fasilitas primer, efisiensi dapat dihasilkan dari appointment system, stock management, generic 

prescribing, reminder, dan integrasi laboratorium. Pada tingkat populasi, investasi kesehatan masyarakat seperti 

vaksinasi, sanitasi, dan promosi gaya hidup sehat sering memiliki cost-effectiveness tinggi. Karena manfaatnya 

tidak selalu terlihat sebagai pendapatan atau output langsung, program preventif perlu dilindungi dari bias 

terhadap layanan kuratif. 

Pemerintah juga perlu mengukur financial protection. Layanan publik yang tampak efisien tetapi memaksa 

pasien membeli obat di luar atau membayar transportasi lebih banyak berarti biaya hanya dipindahkan. Indikator 

out-of-pocket expenditure, unmet need, dan catastrophic spending penting sebagai bagian dari kualitas. 

9. Pendidikan: Efisiensi, Kualitas Pembelajaran, dan Investasi Jangka Panjang 

Pendidikan berbeda dari layanan yang hasilnya dapat terlihat segera. Outcome pendidikan muncul melalui 

proses panjang dan dipengaruhi oleh kualitas guru, kepemimpinan sekolah, lingkungan belajar, kurikulum, 

kesehatan siswa, serta dukungan keluarga. Karena itu, efisiensi pendidikan harus menggunakan horizon jangka 

panjang. 

Penghematan dapat dilakukan pada proses administrasi, pengadaan terfragmentasi, perjalanan, duplikasi 

sistem, dan penggunaan aset. Sekolah dapat berbagi layanan tertentu, membeli secara agregat, menggunakan 

sistem digital, dan memperbaiki perencanaan. Namun penghematan pada kompetensi guru, perawatan sekolah, 

materi pembelajaran, akses internet, atau dukungan siswa rentan berpotensi mengurangi kualitas. 

Ukuran biaya per siswa harus dibaca bersama hasil belajar dan equity. Sekolah di daerah terpencil sering 

memiliki skala kecil sehingga biaya per siswa lebih tinggi. Menutup atau mengonsolidasi sekolah semata untuk 

efisiensi dapat meningkatkan jarak tempuh dan risiko putus sekolah. Pada kondisi tertentu, higher unit cost 

merupakan harga yang harus dibayar untuk menjamin akses. 

Indonesia mempertahankan alokasi pendidikan yang besar dan pada 2026 menempatkan renovasi sekolah, 

beasiswa, peningkatan kualitas SDM, dan program prioritas lain sebagai bagian dari belanja. Tantangannya adalah 

memastikan bahwa alokasi besar benar-benar diterjemahkan menjadi learning outcomes. 

Penganggaran pendidikan yang berbasis hasil perlu menghindari simplifikasi. Jika sekolah diberi insentif 

hanya berdasarkan nilai ujian, mereka dapat memilih siswa, mengejar teaching to the test, atau mengabaikan 

kompetensi non-kognitif. Indikator sebaiknya mencakup kemajuan belajar, kehadiran, literasi, numerasi, 

wellbeing, equity, dan kualitas proses. 
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Digitalisasi pendidikan dapat menjadi sumber efisiensi melalui materi terbuka, learning management system, 

dan administrasi terpadu. Tetapi teknologi bukan pengganti guru. Pembelian perangkat tanpa dukungan pedagogi 

dapat menjadi inefisiensi baru. Efisiensi digital perlu dinilai berdasarkan adoption dan learning gain. 

Investasi pada guru sering menghasilkan manfaat jangka panjang yang tidak langsung terlihat dalam laporan 

tahunan. Pelatihan yang dirancang baik, coaching, dan komunitas belajar meningkatkan kapasitas sistem. Karena 

itu, pemotongan training harus selektif: seminar seremonial dapat dikurangi, tetapi pengembangan profesional 

yang terbukti efektif perlu dilindungi. 

Dari perspektif human capital, pendidikan adalah belanja produktif. Efisiensi pendidikan berarti 

meningkatkan kualitas belajar per rupiah, bukan sekadar menurunkan biaya per siswa. Fokus pada outcome dan 

pemerataan menjadi kunci. 

Manajemen pendidikan juga menghadapi fenomena Baumol cost pressure: sebagian layanan berbasis manusia 

sulit mengalami peningkatan produktivitas secepat manufaktur. Guru tetap membutuhkan waktu interaksi. Karena 

itu, ekspektasi bahwa teknologi akan selalu menurunkan biaya per siswa secara drastis perlu realistis. Teknologi 

lebih tepat digunakan untuk membebaskan guru dari administrasi dan menyediakan materi, bukan sekadar 

mengurangi tenaga. 

Efisiensi gedung sekolah dapat dicapai melalui energy management, jadwal ruang, dan pemeliharaan 

preventif. Namun rasionalisasi aset harus mempertimbangkan keamanan, jarak, dan kebutuhan komunitas. 

Sekolah juga berfungsi sebagai pusat sosial dan dalam banyak wilayah menjadi infrastruktur komunitas. 

Pengukuran kualitas sebaiknya menggunakan value-added learning, bukan hanya level hasil. Sekolah yang 

menerima siswa dengan baseline rendah tetapi menghasilkan kemajuan besar harus diapresiasi. Ini mencegah bias 

efisiensi terhadap sekolah yang melayani kelompok lebih mudah. 

10. Pemerintahan Daerah dan Ketimpangan Kapasitas Fiskal 

Sebagian besar pelayanan publik bersentuhan langsung dengan pemerintah daerah. Karena itu, efisiensi pada 

transfer ke daerah dan APBD memiliki konsekuensi besar terhadap kualitas layanan. Daerah sangat heterogen dari 

sisi pendapatan asli, geografi, kapasitas birokrasi, kualitas data, dan kebutuhan sosial. 

Transfer fiskal memiliki fungsi pemerataan vertikal dan horizontal. Pemotongan atau penundaan transfer 

dapat mendorong efisiensi pada daerah yang memiliki ruang fiskal, tetapi dapat menekan layanan di daerah yang 

sangat bergantung pada transfer pusat. Karena itu, efisiensi perlu mempertimbangkan fiscal capacity dan 

expenditure need. 

Masalah lain adalah rigidity. Banyak belanja daerah terikat pada pegawai dan kewajiban tertentu, sehingga 

ruang yang benar-benar fleksibel relatif kecil. Ketika target penghematan ditetapkan, komponen pembangunan 

dan operasional layanan yang lebih fleksibel dapat terkena tekanan lebih besar. 

Salah satu solusi adalah differentiated efficiency target. Daerah dengan indikator pemborosan tinggi dan 

capacity surplus dapat diberi target lebih besar, sedangkan daerah dengan service gap besar perlu dilindungi. 

Pendekatan berbasis data lebih adil daripada persentase seragam. 

Benchmarking antar daerah juga berguna, tetapi harus memperhatikan konteks. Pemerintah dapat membentuk 

peer groups berdasarkan kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, aksesibilitas, dan karakter geografis. Efisiensi 

kemudian dibandingkan di antara daerah yang comparable. 
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Pemerintah daerah juga memiliki peluang besar melalui shared services. Fungsi pengadaan, data center, 

pengelolaan aset, atau layanan administrasi tertentu dapat dikonsolidasikan untuk menurunkan biaya. Kolaborasi 

antardaerah dapat membantu daerah kecil memperoleh economies of scale. 

Namun efisiensi tidak boleh memusatkan seluruh layanan. Desentralisasi dibuat agar keputusan lebih dekat 

dengan warga. Shared services sebaiknya digunakan untuk back-office, sementara frontline tetap lokal dan 

responsif. 

Peningkatan kapasitas manajemen daerah menjadi prasyarat. Sistem costing, procurement analytics, digital 

budgeting, dan evaluasi outcome perlu diperkuat. Tanpa kapasitas tersebut, efisiensi akan terus bergantung pada 

pemotongan nominal. 

Insentif transfer juga dapat dirancang untuk mendorong kualitas. Performance-based grants dapat memberikan 

tambahan bagi daerah yang meningkatkan outcome atau kualitas data. Namun indikator harus hati-hati agar tidak 

menghukum daerah dengan tantangan struktural. Pendekatan improvement-based lebih adil daripada ranking 

absolut. 

Kolaborasi antardaerah semakin penting untuk layanan yang memiliki economies of scale, seperti pengelolaan 

sampah, transportasi regional, laboratorium, dan sistem digital. Governance metropolitan dapat mengurangi 

fragmentasi biaya. 

Di sisi lain, desentralisasi memungkinkan eksperimen. Daerah dapat mencoba inovasi layanan dan pemerintah 

pusat menyebarkan praktik yang berhasil. Sistem efisiensi nasional perlu memberi ruang inovasi, bukan mengatur 

semua proses secara identik. 

11. Digitalisasi: Sumber Efisiensi atau Pemindahan Beban? 

Digitalisasi sering dipandang sebagai jawaban otomatis untuk efisiensi. Portal daring, aplikasi seluler, 

integrasi data, tanda tangan elektronik, kecerdasan buatan, dan otomatisasi memang dapat menurunkan biaya 

transaksi pemerintah. Proses yang dulu membutuhkan loket, kertas, dan perjalanan dapat dilakukan secara daring. 

Namun digitalisasi hanya efisien jika mengurangi total biaya sistem. Banyak organisasi mengalami app 

proliferation: setiap unit membuat aplikasi sendiri, data tidak interoperabel, dan warga harus mengisi informasi 

berulang. Biaya pembangunan, maintenance, keamanan, dan pelatihan meningkat. Dalam kondisi ini, digitalisasi 

dapat menambah lapisan kompleksitas. 

Prinsip digital-by-design berbeda dari digitizing bureaucracy. Digital-by-design meninjau ulang proses dari 

awal, menghapus langkah yang tidak perlu, menggunakan data sekali saja, dan membangun layanan lintas instansi. 

Digitizing bureaucracy hanya memindahkan formulir kertas ke layar. 

Efisiensi juga harus menghitung citizen burden. Jika warga harus membeli perangkat, paket data, mencetak 

dokumen, atau datang ke lokasi hanya untuk verifikasi akhir, biaya tidak benar-benar hilang. Pemerintah mungkin 

menghemat, tetapi masyarakat membayar lebih. 

Digital divide menjadi isu fairness. Kelompok lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpendapatan 

rendah, dan wilayah dengan konektivitas terbatas memerlukan kanal alternatif. Omnichannel service lebih realistis 

daripada digital-only. Kanal fisik dapat dipertahankan dalam skala yang tepat bagi mereka yang membutuhkan. 

Artificial intelligence membuka peluang baru untuk triage, chatbot, analisis dokumen, fraud detection, dan 

predictive maintenance. Namun penggunaan AI harus memperhatikan akurasi, bias, explainability, keamanan 

data, dan hak untuk meminta human review. Efisiensi tidak boleh mengorbankan due process. 
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Salah satu peluang besar adalah interoperability. Jika data antar instansi dapat digunakan secara aman, banyak 

dokumen dapat dihapus dari persyaratan. Ini meningkatkan efisiensi pemerintah sekaligus kenyamanan warga. 

Digitalisasi yang baik adalah reformasi proses yang didukung teknologi, bukan proyek teknologi semata. 

Indikatornya harus mencakup pengurangan waktu warga, pengurangan jumlah langkah, penurunan error, 

peningkatan akses, dan biaya total lifecycle. 

Salah satu prinsip penting adalah once-only data. Warga tidak seharusnya diminta memberikan informasi 

yang sudah dimiliki pemerintah, kecuali ada alasan hukum atau verifikasi tertentu. Penerapan prinsip ini 

memerlukan governance data, standar identitas, akses terotorisasi, dan audit trail. 

Pengadaan teknologi juga perlu menghindari vendor lock-in. Sistem yang tertutup dapat murah pada awal 

tetapi mahal saat integrasi atau migrasi. Open standards dan modular architecture mendukung efisiensi jangka 

panjang. 

Keamanan siber adalah enabling cost. Pemotongan pada keamanan untuk menghemat dapat menghasilkan 

kerugian reputasi dan finansial besar. Karena itu, digital efficiency harus memiliki security floor yang jelas. 

12. Pengadaan, Manajemen Aset, dan Back-Office Efficiency 

Sebagian besar potensi efisiensi dapat ditemukan pada fungsi back-office yang tidak langsung menyentuh 

kualitas layanan frontline. Pengadaan, manajemen aset, perjalanan, fasilitas, kontrak, energi, dan sistem 

pendukung memiliki ruang konsolidasi. 

Strategic procurement menggeser fokus dari harga satuan ke total value. Pemerintah dapat melakukan demand 

aggregation, framework agreements, e-catalog, standardisasi spesifikasi, dan analisis vendor. Namun pengadaan 

murah yang menghasilkan produk berkualitas rendah menimbulkan rework dan downtime. 

Manajemen aset juga penting. Banyak organisasi membeli aset baru tanpa memahami utilisasi aset yang ada. 

Asset register, preventive maintenance, dan sharing dapat menurunkan capital expenditure. Dalam beberapa 

kasus, leasing atau cloud service lebih efisien; dalam kasus lain, kepemilikan langsung lebih murah dalam jangka 

panjang. Keputusan harus berbasis lifecycle cost. 

Energi dan fasilitas merupakan area lain. Efisiensi listrik, pengaturan ruang kerja, dan optimalisasi gedung 

dapat menurunkan biaya tanpa mengurangi layanan. Hybrid work untuk fungsi tertentu juga dapat mengurangi 

perjalanan dan kebutuhan ruang. 

Back-office consolidation dapat menciptakan shared service center untuk payroll, procurement support, atau 

IT. Tetapi standardisasi harus disertai service level agreement agar unit frontline tidak kehilangan fleksibilitas. 

Analisis spend dapat membantu menemukan fragmentasi vendor, variasi harga, dan pembelian tidak rutin. 

Data transaksi pemerintah yang besar memberi peluang bagi machine learning untuk mendeteksi anomali dan 

fraud. 

Penghematan back-office mempunyai keunggulan politik dan manajerial: ia dapat membebaskan sumber daya 

tanpa mengurangi pengalaman warga. Karena itu, reformasi efisiensi sebaiknya memulai dari area ini sebelum 

menyentuh layanan inti. 

13. SDM Aparatur: Produktivitas, Beban Kerja, dan Risiko Burnout 

Belanja pegawai sering dipandang sebagai biaya besar, tetapi dalam pelayanan publik SDM adalah kapasitas 

produksi utama. Dokter, perawat, guru, petugas administrasi, penyuluh, operator, teknisi, dan aparat lokal 

menghasilkan layanan melalui pengetahuan dan interaksi. 
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Efisiensi SDM tidak berarti mengurangi jumlah pegawai secara mekanis. Pemerintah perlu melihat workforce 

planning, skill mix, distribusi, beban kerja, dan produktivitas. Di satu unit mungkin terjadi surplus administratif; 

di unit lain terjadi kekurangan tenaga frontline. 

Automasi dapat mengurangi pekerjaan rutin dan memungkinkan pegawai fokus pada tugas bernilai tinggi. 

Namun manfaat hanya muncul jika proses dan job design berubah. Jika teknologi ditambahkan tanpa mengurangi 

pekerjaan lama, pegawai justru mendapat double workload. 

Efisiensi yang memaksa pegawai bekerja terus-menerus di atas kapasitas menimbulkan burnout. Dalam 

layanan publik, burnout meningkatkan absenteeism, turnover, error, dan penurunan empati. Biaya ini sering tidak 

masuk dalam penghitungan penghematan. 

Pelatihan juga perlu dibedakan antara ceremonial training dan capability building. Pelatihan yang tidak 

relevan dapat dipotong, tetapi pengembangan kompetensi digital, manajerial, klinis, dan pedagogis harus 

dipertahankan. 

Performance management sebaiknya mengukur kontribusi terhadap outcome dan teamwork, bukan hanya 

jumlah aktivitas. Target individual yang sempit dapat mendorong gaming dan merusak kolaborasi. 

Mobilitas pegawai antarfungsi, talent pool, dan reskilling dapat meningkatkan efisiensi tanpa pemutusan. Bagi 

Indonesia yang menghadapi perubahan teknologi cepat, strategi SDM menjadi bagian sentral dari efisiensi fiskal. 

Workforce analytics dapat memetakan rasio tenaga terhadap demand, skill gap, retirement risk, dan distribusi 

geografis. Dengan data tersebut, pemerintah dapat memindahkan atau merekrut secara selektif daripada 

melakukan blanket freeze. 

Motivasi intrinsik pegawai publik juga perlu dijaga. Public service motivation membuat banyak aparatur 

bertahan karena makna pekerjaan. Sistem efisiensi yang hanya menekankan biaya dapat mengirim sinyal bahwa 

kualitas profesional tidak dihargai. Komunikasi reformasi harus menempatkan pegawai sebagai mitra peningkatan 

layanan. 

Penyederhanaan hierarki dan delegasi keputusan dapat mengurangi waktu proses tanpa mengurangi pegawai. 

Banyak inefisiensi berasal dari approval layers yang terlalu panjang. Dengan kontrol berbasis risiko, keputusan 

rutin dapat didelegasikan sementara kasus bernilai tinggi tetap diperiksa. 

14. Pengukuran Kinerja: Jangan Mengelola Apa yang Mudah Diukur 

Salah satu masalah paling umum dalam reformasi anggaran adalah kecenderungan memilih indikator karena 

mudah tersedia, bukan karena penting. Serapan anggaran, jumlah kegiatan, jumlah peserta, atau jumlah dokumen 

sering digunakan karena mudah dihitung. Namun indikator tersebut belum tentu mencerminkan manfaat. 

Pengukuran kinerja sebaiknya membangun rantai logis input-output-outcome-impact. Input adalah sumber 

daya; output adalah produk langsung; outcome adalah perubahan yang dialami pengguna; impact adalah efek lebih 

luas. Efisiensi berhubungan dengan input-output, tetapi kualitas berhubungan kuat dengan outcome. 

Dalam pelayanan publik, indikator penting mencakup waktu tunggu, completion time, first-contact resolution, 

error rate, complaint rate, accessibility, satisfaction, dan equity gap. Untuk layanan sosial, dapat ditambahkan 

coverage dan exclusion/inclusion error. 

Balanced scorecard publik dapat menggabungkan perspektif keuangan, warga, proses internal, dan 

pembelajaran organisasi. Dengan demikian, penghematan tidak dapat dianggap sukses jika perspektif warga 

memburuk. 
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Data kualitas harus disaggregated. Rata-rata nasional dapat menyembunyikan kelompok yang tertinggal. 

Indikator sebaiknya dianalisis menurut wilayah, gender, pendapatan, usia, disabilitas, dan karakteristik relevan 

lain dengan tetap menjaga privasi. 

Kualitas data juga penting. Ketika target menjadi dasar insentif, organisasi dapat memanipulasi definisi atau 

reporting. Audit, triangulasi, dan data independen diperlukan. 

Citizen-reported experience measures dapat melengkapi data administratif. Survei singkat setelah layanan, 

complaint analytics, dan participatory feedback membantu menangkap aspek yang tidak terlihat. 

Prinsip utama adalah bahwa sistem pengukuran harus membentuk perilaku yang diinginkan. Jika hanya 

penghematan yang dihargai, organisasi akan menghemat. Jika penghematan dan kualitas dinilai bersama, mereka 

terdorong mencari produktivitas nyata. 

Cost per output hanya bermakna bila denominator didefinisikan konsisten. Pemerintah perlu data dictionary 

dan metodologi costing yang seragam. Activity-based costing dapat membantu memahami aktivitas mana yang 

menyerap sumber daya. 

Selain KPI, pemerintah dapat menggunakan service-level objectives dan control charts untuk melihat variasi 

proses. Rata-rata waktu 3 hari dapat menyembunyikan 10 persen kasus yang memerlukan 20 hari. Distribusi 

penting bagi pengalaman warga. 

Evaluasi dampak juga diperlukan untuk program besar. Randomized controlled trial tidak selalu 

memungkinkan, tetapi quasi-experimental methods, difference-in-differences, regression discontinuity, dan 

matched comparison dapat memberikan bukti lebih kuat daripada before-after sederhana. 

15. Keadilan dan Kelompok Rentan: Efisiensi yang Tidak Membebani yang Lemah 

Setiap kebijakan efisiensi memiliki distribusi manfaat dan biaya. Karena kemampuan masyarakat berbeda, 

biaya administratif yang sama dapat berdampak berbeda. Perjalanan dua jam ke kantor layanan mungkin kecil 

bagi warga berpenghasilan tinggi tetapi berarti kehilangan upah harian bagi pekerja informal. 

Karena itu, evaluasi efisiensi perlu memasukkan distributional impact assessment. Pemerintah harus bertanya 

siapa yang menanggung biaya perubahan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan apakah kelompok tertentu 

kehilangan akses. 

Targeting bantuan sosial merupakan contoh klasik. Data yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi dengan 

mengurangi leakage. Namun targeting yang terlalu ketat dapat meningkatkan exclusion error. Efisiensi bukan 

hanya mengurangi penerima yang tidak berhak, tetapi memastikan yang berhak tidak terlewat. 

Kelompok penyandang disabilitas memerlukan reasonable accommodation yang dapat meningkatkan biaya 

per layanan. Dari perspektif fairness, biaya tambahan ini bukan inefisiensi, melainkan bagian dari desain inklusif. 

Wilayah terpencil juga memerlukan subsidi implisit karena biaya logistik tinggi. Universal service obligation 

adalah pengakuan bahwa pasar dan kalkulasi biaya murni tidak selalu menghasilkan pemerataan. 

Efisiensi yang adil dapat menerapkan principle of proportionate universalism: layanan universal tersedia 

untuk semua, tetapi intensitas dukungan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini mengurangi stigma sekaligus menjaga 

fokus sumber daya. 

Dalam praktik, dashboard efisiensi perlu menampilkan indikator equity. Misalnya, selisih waktu tunggu 

antarwilayah, perbedaan akses digital, atau coverage kelompok miskin. Dengan demikian, keputusan tidak hanya 

mengejar average efficiency. 
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16. Transparansi, Partisipasi, dan Kepercayaan Publik 

Efisiensi anggaran dapat menimbulkan resistensi bila masyarakat tidak memahami dasar keputusan. 

Transparansi menjadi penting bukan hanya untuk mencegah korupsi, tetapi juga untuk membangun legitimasi 

perubahan. 

Pemerintah perlu menjelaskan apa yang dipotong, mengapa dipotong, ke mana hasil penghematan dialihkan, 

dan bagaimana kualitas layanan dijaga. Informasi ini sebaiknya disajikan dalam bahasa yang dapat dipahami 

masyarakat, bukan hanya dokumen fiskal teknis. 

Partisipasi juga membantu menemukan prioritas. Warga sering mengetahui layanan mana yang paling 

bermasalah. Participatory budgeting, public consultation, dan complaint data dapat memberi sinyal area yang tidak 

boleh dikurangi. 

Kepercayaan publik sangat berkaitan dengan perceived competence dan fairness. Efisiensi yang 

meningkatkan kecepatan layanan dapat memperkuat trust. Sebaliknya, penghematan yang membuat layanan lebih 

sulit diakses dapat menurunkan legitimasi meskipun neraca fiskal membaik. 

Open contracting dan transparansi pengadaan dapat menurunkan biaya sekaligus memperbaiki integritas. Data 

harga dan vendor memungkinkan benchmarking dan deteksi anomali. 

Namun transparansi harus disertai accountability loop. Publikasi data tanpa tindak lanjut tidak cukup. Keluhan 

dan temuan audit harus dihubungkan dengan perbaikan proses. 

Dalam era digital, pemerintah juga perlu menjelaskan penggunaan algoritma. Jika keputusan layanan 

menggunakan AI, warga perlu mengetahui mekanisme keberatan dan human review. Ini merupakan bagian dari 

kualitas layanan modern. 

17. Kerangka Productive Efficiency with Service Guarantees 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, artikel ini mengusulkan kerangka Productive Efficiency with Service 

Guarantees. Prinsipnya sederhana: pemerintah boleh dan harus mencari penghematan, tetapi penghematan harus 

terjadi di bawah jaminan standar layanan. 

Kerangka ini memiliki tujuh elemen. Pertama, define protected outcomes. Pemerintah menentukan outcome 

dan layanan esensial yang tidak boleh memburuk. Kedua, map cost drivers. Setiap unit memahami biaya utama 

dan membedakan fixed, variable, dan avoidable cost. Ketiga, identify low-value spending melalui spending review 

berbasis bukti. Keempat, redesign processes sebelum memotong kapasitas. Kelima, measure citizen burden agar 

biaya tidak hanya dipindahkan. Keenam, monitor equity dan resilience. Ketujuh, recycle savings ke prioritas 

bernilai tinggi. 

Service guarantee dapat berbentuk standar waktu, akses, keamanan, coverage, atau kualitas. Misalnya, 

efisiensi administrasi tidak boleh meningkatkan waktu penyelesaian di atas standar. Efisiensi rumah sakit tidak 

boleh meningkatkan waiting time atau adverse event secara signifikan. Efisiensi pendidikan tidak boleh 

menurunkan jam efektif belajar atau akses siswa rentan. 

Kerangka ini mendorong sequencing. Langkah pertama adalah simplifikasi, kemudian digitalisasi, 

konsolidasi, pengadaan strategis, dan baru setelah itu penyesuaian anggaran. Dengan cara ini, organisasi tidak 

dipaksa melakukan pekerjaan lama dengan sumber daya lebih sedikit. 

Savings juga harus diberi label menurut sumbernya: procurement savings, process savings, demand reduction, 

fraud reduction, asset optimization, atau service reduction. Hanya kategori pertama hingga kelima yang ideal. 

Service reduction harus menjadi pilihan terakhir dan memerlukan analisis dampak eksplisit. 
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Dashboard perlu menampilkan dua sisi: fiscal efficiency dan service performance. Indikator dapat mencakup 

cost per transaction, unit cost, procurement variance, utilization rate, serta waiting time, satisfaction, error, 

coverage, dan equity gap. 

Kerangka ini memungkinkan pemerintah menjawab kritik bahwa efisiensi identik dengan austerity. Ia 

menunjukkan bahwa penghematan adalah hasil dari perbaikan produktivitas, bukan tujuan yang berdiri sendiri. 

Secara formal, pemerintah dapat membayangkan fungsi objektif yang memaksimalkan public value V = f(Q, 

A, E, R) dengan Q kualitas, A akses, E equity, dan R resilience, di bawah batas anggaran B. Efisiensi berarti 

menemukan kombinasi input yang memaksimalkan V, bukan meminimalkan B secara terpisah. Service guarantees 

berfungsi sebagai constraint minimum: Q≥Q*, A≥A*, dan seterusnya. 

Kerangka ini juga dapat menggunakan traffic-light system. Hijau berarti savings tanpa perubahan kualitas; 

kuning berarti kualitas mendekati threshold dan perlu mitigasi; merah berarti service guarantee dilanggar sehingga 

kebijakan harus dikoreksi. Dashboard sederhana ini membantu pimpinan memahami trade-off secara cepat. 

Pada level organisasi, setiap proposal efisiensi dapat disertai efficiency impact statement yang menjelaskan 

sumber savings, dampak pada pegawai, dampak pada pengguna, risiko, mitigasi, dan indikator monitoring. Ini 

membuat keputusan lebih disiplin. 

18. Skenario Kebijakan: Tiga Cara Melakukan Efisiensi 

Untuk menggambarkan implikasi kebijakan, bayangkan tiga skenario. Skenario pertama adalah across-the-

board cut. Semua unit harus mengurangi belanja 10 persen. Pendekatan ini sederhana dan cepat, tetapi tidak 

membedakan kualitas. Unit boros mungkin masih memiliki slack, sementara unit efisien terpaksa memotong 

layanan. Risiko terhadap kualitas tinggi. 

Skenario kedua adalah targeted efficiency. Pemerintah melakukan spending review, mengurangi perjalanan, 

rapat, duplikasi aplikasi, kontrak mahal, dan aset idle. Layanan inti dilindungi. Pendekatan ini membutuhkan data 

dan waktu, tetapi risiko lebih rendah dan kualitas dapat dipertahankan. 

Skenario ketiga adalah transformation-led efficiency. Pemerintah tidak hanya memotong biaya, tetapi 

meredesain layanan end-to-end. Identitas digital terintegrasi, data digunakan sekali, shared services dibentuk, 

procurement dikonsolidasikan, dan citizen journey dipangkas. Biaya awal mungkin tinggi, tetapi penghematan 

jangka menengah lebih besar dan kualitas meningkat. 

Bagi Indonesia, kombinasi skenario kedua dan ketiga paling sesuai. Across-the-board cut dapat digunakan 

terbatas sebagai emergency measure, tetapi tidak seharusnya menjadi model permanen. 

Skenario juga harus disesuaikan dengan sektor. Kesehatan dan pendidikan membutuhkan service floor yang 

kuat. Back-office dapat memiliki target savings lebih agresif. Infrastruktur membutuhkan lifecycle analysis. 

Transfer daerah membutuhkan differentiation. 

Dalam setiap skenario, pemerintah perlu menetapkan stop-loss trigger. Jika indikator kualitas melewati batas 

tertentu, penghematan ditinjau ulang. Mekanisme ini mengurangi risiko kerusakan layanan yang tidak segera 

terlihat. 

19. Roadmap Implementasi 2026-2030 

Reformasi efisiensi yang berkelanjutan memerlukan roadmap multi-tahun. Tahun pertama dapat difokuskan 

pada baseline dan spending review. Pemerintah membangun data biaya unit, memetakan layanan inti, 

mengidentifikasi duplikasi, dan menetapkan indikator service guarantee. 
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Tahun kedua fokus pada quick wins: konsolidasi pengadaan, perjalanan, rapat, shared licensing, asset 

utilization, dan digital forms. Savings dicatat dan sebagian direalokasikan. 

Tahun ketiga mendorong redesign lintas instansi, interoperabilitas data, dan integrasi citizen journey. Ini 

membutuhkan governance yang lebih kuat karena manfaat melintasi batas organisasi. 

Tahun keempat memperkuat outcome-based budgeting. Program dengan hasil lemah direstrukturisasi atau 

dihentikan. Evaluasi independen diperluas. 

Tahun kelima melakukan institutionalization. Spending review menjadi siklus rutin, bukan kebijakan ad hoc. 

Dashboard publik menyediakan informasi biaya dan kualitas. Insentif manajerial diselaraskan dengan productivity 

dan public value. 

Roadmap membutuhkan leadership. Kementerian Keuangan berperan sebagai steward fiskal, tetapi 

kementerian teknis memahami proses layanan. Kementerian PANRB berperan pada reformasi birokrasi dan 

standar pelayanan. Bappenas menghubungkan dengan outcome pembangunan. Pemerintah daerah perlu terlibat 

sebagai co-producer. 

Peningkatan kapasitas analitik juga krusial. Pemerintah memerlukan cost accountants, data scientists, 

evaluators, procurement specialists, dan service designers. Efisiensi bukan sekadar tugas bendahara. 

Dalam konteks AI, pemerintah dapat membangun spending analytics untuk mendeteksi pola harga, program 

duplikatif, dan cost outliers. Namun human judgement tetap diperlukan untuk memahami konteks. 

Roadmap harus memiliki governance formal. Sebuah komite lintas lembaga dapat mengawasi methodological 

standards, tetapi ownership tetap berada pada kementerian teknis. Independent review panel dapat digunakan 

untuk program besar atau proyek infrastruktur. 

Penguatan kapasitas data membutuhkan integrasi antara data anggaran dan data kinerja. Saat ini banyak sistem 

pemerintah memisahkan spending data dan service data. Jika keduanya tidak terhubung, cost-effectiveness sulit 

dihitung. 

Di tingkat daerah, pusat dapat menyediakan toolkit, template costing, dan platform analytics bersama. Ini 

mengurangi biaya transformasi dan membantu daerah dengan kapasitas terbatas. 

20. Rekomendasi Kebijakan 

Pertama, redefinisikan efisiensi sebagai peningkatan value for money, bukan sekadar penurunan anggaran. 

Setiap penghematan harus disertai indikator output dan kualitas. 

Kedua, tetapkan daftar layanan dan outcome yang dilindungi. Pendidikan dasar, kesehatan esensial, layanan 

identitas, keselamatan, kebencanaan, dan perlindungan kelompok rentan memerlukan service floor. 

Ketiga, prioritaskan back-office efficiency sebelum frontline cuts. Pengadaan, perjalanan, aset, aplikasi 

duplikatif, dan proses administratif memberi ruang besar. 

Keempat, gunakan differentiated targets. Target efisiensi harus mempertimbangkan kapasitas fiskal, geografi, 

baseline performance, dan service gap. 

Kelima, terapkan spending review secara rutin dan transparan. Program lama harus diuji relevansinya. Hasil 

review harus memengaruhi anggaran tahun berikutnya. 

Keenam, ukur citizen burden. Reformasi yang menghemat biaya pemerintah tetapi menambah biaya warga 

harus dinilai ulang. 
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Ketujuh, bangun dashboard dua sisi: fiscal savings dan service quality. Penghematan tanpa kualitas bukan 

keberhasilan. 

Kedelapan, masukkan equity dan resilience. Sistem harus tetap mampu melayani kelompok rentan dan 

merespons krisis. 

Kesembilan, berikan ruang reinvestment. Sebagian savings dari inovasi dapat dialihkan ke teknologi, 

pelatihan, atau peningkatan frontline. 

Kesepuluh, perkuat evaluasi independen dan audit kinerja. Audit tidak hanya memeriksa kepatuhan, tetapi 

manfaat dan kualitas. 

Kesebelas, gunakan teknologi dengan prinsip interoperability dan inclusion. Hindari proliferasi aplikasi dan 

digital exclusion. 

Keduabelas, libatkan pegawai dan warga. Efisiensi terbaik sering ditemukan oleh mereka yang mengalami 

proses secara langsung. 

21. Penutup: Efisiensi yang Memperkuat Negara, Bukan Mengecilkan Pelayanan 

Dilema antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik sebenarnya bukan pilihan biner. Pemerintah 

yang tidak efisien mengurangi kemampuan negara untuk melayani karena sumber daya terserap oleh pemborosan. 

Tetapi pemerintah yang mengejar penghematan tanpa menjaga kualitas juga melemahkan pelayanan dan 

legitimasi. 

Kunci kebijakan adalah mengubah pertanyaan. Bukan "berapa banyak yang dapat dipotong?", melainkan 

"bagaimana menghasilkan public value yang lebih besar dari setiap rupiah tanpa membebani warga?" Pertanyaan 

ini memerlukan data, redesign, leadership, dan kemampuan institusi untuk belajar. 

Pengalaman Indonesia pada 2025-2026 menunjukkan bahwa efisiensi dapat digunakan sebagai instrumen 

reprioritisasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa praktik tersebut tidak berhenti pada penghematan 

nominal, tetapi berkembang menjadi sistem peningkatan produktivitas yang permanen. 

Pelayanan publik yang baik membutuhkan biaya, tetapi biaya yang tinggi tidak menjamin pelayanan baik. 

Efisiensi yang benar membuat biaya lebih cerdas: lebih sedikit untuk kegiatan bernilai rendah, lebih banyak untuk 

outcome, akses, kualitas, dan pemerataan. 

Dalam jangka panjang, keberhasilan reformasi fiskal akan dinilai bukan hanya dari defisit dan penyerapan, 

tetapi dari apakah warga merasakan sekolah yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih aman, administrasi 

yang lebih mudah, infrastruktur yang terpelihara, serta pemerintah yang lebih responsif. Di situlah efisiensi 

anggaran bertemu dengan tujuan terdalam pelayanan publik: meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan 

masyarakat. 

22. Pelayanan Administrasi Kependudukan: Efisiensi dari Sudut Pandang Warga 

Administrasi kependudukan merupakan contoh yang sangat baik untuk menilai apakah efisiensi benar-benar 

dirasakan masyarakat. Layanan seperti kartu identitas, kartu keluarga, akta kelahiran, pindah domisili, dan 

pembaruan data merupakan basic administrative infrastructure. Dokumen tersebut menjadi pintu masuk bagi 

layanan lain: sekolah, perbankan, jaminan sosial, kesehatan, perpajakan, hingga pemilu. Karena itu, gangguan 

kecil dalam administrasi kependudukan dapat menghasilkan cascading cost ke banyak sektor. 

Pada model tradisional, warga harus mendatangi kantor, membawa fotokopi berulang, menunggu verifikasi, 

dan kembali lagi untuk mengambil dokumen. Bagi pemerintah, biaya utama berupa pegawai, ruang, kertas, 
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penyimpanan, dan pengarsipan. Bagi warga, biaya mencakup transportasi, waktu, kehilangan pendapatan, dan 

ketidakpastian. Digitalisasi dapat mengurangi kedua sisi biaya jika dirancang dengan baik. 

Efisiensi yang paling bernilai terjadi ketika proses disederhanakan sebelum didigitalisasi. Persyaratan yang 

tidak memiliki dasar substantif dihapus, data antarinstansi dapat diverifikasi otomatis, dan status permohonan 

dapat dilacak. Dalam kondisi ini, pengurangan biaya administrasi pemerintah berjalan seiring dengan 

pengurangan citizen burden. Inilah win-win efficiency. 

Namun risiko muncul ketika pemerintah menutup loket terlalu cepat dengan asumsi semua orang dapat 

menggunakan kanal digital. Warga lansia, penyandang disabilitas, masyarakat tanpa perangkat, atau mereka yang 

tinggal di wilayah dengan konektivitas buruk dapat kehilangan akses. Mereka kemudian bergantung pada 

perantara informal yang mengenakan biaya. Anggaran pemerintah mungkin turun, tetapi biaya sosial meningkat. 

Karena itu, kanal pelayanan sebaiknya dirancang berdasarkan segmentation. Mayoritas transaksi rutin dapat 

diarahkan ke digital self-service. Kasus kompleks dan kelompok yang membutuhkan bantuan tetap memperoleh 

assisted service. Petugas di loket tidak perlu mengerjakan pekerjaan entry data berulang, tetapi menjadi problem 

solver. Dengan desain ini, jumlah loket dapat dioptimalkan tanpa mengurangi inklusi. 

Indikator efisiensi administrasi kependudukan sebaiknya mencakup cost per completed case, average 

processing time, percentage completed without repeat visit, error rate, digital adoption, complaint rate, dan equity 

gap. Yang sangat penting adalah first-time-right rate: proporsi permohonan yang selesai tanpa warga harus 

kembali karena kesalahan atau kekurangan yang tidak jelas. 

Pemerintah juga dapat mengukur total administrative burden dalam jam. Jika satu reformasi mengurangi rata-

rata dua jam per warga dan digunakan oleh jutaan orang, manfaat ekonominya besar meskipun tidak seluruhnya 

muncul dalam APBN. Waktu yang dihemat dapat digunakan untuk bekerja, belajar, atau aktivitas keluarga. 

Dengan demikian, efisiensi pelayanan publik perlu mengakui value of time. 

Integrasi dengan layanan lain juga memberi keuntungan. Data kelahiran yang otomatis terhubung dengan 

sistem kesehatan dan pendidikan dapat mengurangi proses pendaftaran ulang. Tetapi integrasi memerlukan 

privacy-by-design. Akses data harus dibatasi sesuai tujuan, tercatat, dan dapat diaudit. 

Kasus administrasi kependudukan menunjukkan bahwa efisiensi terbaik sering tidak berasal dari pemotongan 

anggaran, melainkan dari redesign proses. Ketika pemerintah menghilangkan langkah yang tidak perlu, semua 

pihak memperoleh manfaat. Ini seharusnya menjadi model bagi layanan publik lain. 

23. Perizinan dan Pelayanan Usaha: Efisiensi sebagai Pengurang Biaya Transaksi 

Ekonomi 

Pelayanan perizinan memiliki dampak langsung terhadap iklim investasi dan produktivitas. Bagi pelaku 

usaha, biaya perizinan bukan hanya tarif resmi, tetapi seluruh waktu dan ketidakpastian yang diperlukan untuk 

memperoleh keputusan. Prosedur panjang meningkatkan entry cost, terutama bagi UMKM yang tidak memiliki 

staf khusus untuk menangani birokrasi. 

Efisiensi perizinan karena itu memiliki multiplier effect. Ketika waktu proses dipangkas, modal dapat 

digunakan lebih cepat, usaha dapat beroperasi lebih awal, dan kepastian meningkat. Reformasi ini tidak selalu 

memerlukan pengurangan jumlah pegawai; sering kali yang dibutuhkan adalah simplifikasi regulasi, integrasi 

data, dan risk-based approach. 
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Risk-based licensing membedakan kegiatan berdasarkan tingkat risiko. Usaha berisiko rendah tidak perlu 

melalui prosedur yang sama dengan kegiatan berisiko tinggi. Prinsip ini meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga 

keselamatan. Sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada aktivitas yang benar-benar berisiko. 

Namun deregulasi bukan berarti menghapus semua kontrol. Jika efisiensi hanya mengejar kecepatan, risiko 

lingkungan, keselamatan kerja, atau konsumen dapat meningkat. Kualitas pelayanan perizinan harus mencakup 

kualitas keputusan, bukan hanya waktu penerbitan. 

Digitalisasi perizinan juga perlu memperhatikan interoperability. Pelaku usaha tidak seharusnya memasukkan 

data legal yang sama ke banyak instansi. Once-only principle dapat mengurangi biaya. Tetapi jika platform sering 

bermasalah atau tidak memiliki help desk, digitalisasi justru menambah uncertainty cost. 

Indikator yang relevan mencakup time to decision, number of interactions, cost of compliance, predictability, 

percentage of applications processed automatically, appeal rate, dan post-licensing compliance. Survei pelaku 

usaha dapat memberikan perspektif yang tidak terlihat dari data internal. 

Efisiensi pengawasan juga penting. Pemerintah dapat menggunakan data untuk targeting inspeksi, sehingga 

tidak semua usaha diperiksa dengan frekuensi sama. Ini mengurangi biaya pemerintah dan beban usaha, tetapi 

memerlukan model risiko yang transparan dan tidak diskriminatif. 

Pada akhirnya, pelayanan usaha yang efisien meningkatkan public value karena mendukung pertumbuhan 

ekonomi tanpa mengorbankan perlindungan publik. Ini adalah contoh bagaimana kualitas layanan dan efisiensi 

fiskal dapat memberikan manfaat makroekonomi yang lebih luas. 

24. Infrastruktur Dasar dan Pemeliharaan: Efisiensi Sepanjang Siklus Hidup 

Infrastruktur publik sering menjadi korban cara berpikir anggaran tahunan. Proyek baru mudah terlihat dan 

memiliki nilai politik, sedangkan pemeliharaan kurang menarik karena sifatnya rutin. Namun dari perspektif 

efisiensi, preventive maintenance adalah salah satu bentuk belanja paling produktif. 

Jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, rumah sakit, sistem air, dan drainase memiliki siklus hidup. Jika 

pemeliharaan dilakukan tepat waktu, umur aset lebih panjang dan biaya rehabilitasi dapat ditunda. Jika diabaikan, 

deterioration mempercepat dan kebutuhan capital expenditure meningkat. 

Efisiensi anggaran infrastruktur perlu memakai asset management approach. Pemerintah harus mengetahui 

kondisi aset, criticality, remaining useful life, dan maintenance backlog. Keputusan penghematan kemudian 

berbasis risiko. Aset kritis tidak boleh dipotong pemeliharaannya hanya karena pagu terbatas. 

Selain biaya pemerintah, kualitas infrastruktur memengaruhi biaya masyarakat. Jalan rusak meningkatkan 

konsumsi bahan bakar, kerusakan kendaraan, dan waktu perjalanan. Drainase buruk meningkatkan kerugian 

banjir. Air yang tidak andal memaksa rumah tangga membeli alternatif. Karena itu, lifecycle social cost harus 

menjadi dasar. 

Pengadaan proyek juga harus memperhatikan whole-life value. Penawaran konstruksi termurah belum tentu 

paling ekonomis jika material dan desain meningkatkan biaya maintenance. Design-build-maintain atau 

performance-based contract dapat menyelaraskan insentif vendor dengan kualitas jangka panjang, tetapi perlu 

kapasitas kontrak yang kuat. 

Teknologi dapat membantu melalui sensor, drone, satellite imagery, dan predictive maintenance. Data kondisi 

memungkinkan intervensi sebelum kerusakan parah. Namun investasi teknologi harus dibandingkan dengan 

manfaat dan kapasitas operasional. 
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Di daerah, pooled procurement dan technical assistance dapat meningkatkan kualitas desain dan pengawasan. 

Banyak inefisiensi infrastruktur berasal dari lemahnya preparation, bukan dari harga konstruksi semata. 

Dengan demikian, efisiensi infrastruktur tidak boleh dimaknai sebagai membangun lebih murah. Tujuannya 

adalah memperoleh layanan infrastruktur dengan total biaya siklus hidup terendah pada standar kualitas yang 

memadai. 

25. Perlindungan Sosial: Efisiensi Targeting dan Martabat Penerima 

Program perlindungan sosial menghadapi tantangan unik karena harus menyeimbangkan ketepatan sasaran, 

cakupan, kecepatan, dan martabat penerima. Efisiensi sering didefinisikan sebagai mengurangi leakage kepada 

penerima yang tidak memenuhi kriteria. Itu penting, tetapi hanya setengah persoalan. Exclusion error juga dapat 

sangat mahal secara sosial. 

Sistem targeting yang terlalu kompleks dapat membuat keluarga rentan gagal mendaftar karena dokumen atau 

literasi. Prosedur verifikasi yang ketat dapat memperlambat bantuan saat krisis. Karena itu, efisiensi perlindungan 

sosial harus mempertimbangkan administrative cost dan human cost. 

Dynamic social registry dapat meningkatkan akurasi bila data diperbarui secara rutin dan mekanisme 

grievance berfungsi. Namun data tidak pernah sempurna. Pendapatan rumah tangga dapat berubah cepat. 

Pemerintah memerlukan proses appeals yang mudah dan cepat. 

Digital payment dapat menurunkan biaya distribusi dan leakage, tetapi penerima harus memiliki akses ke 

kanal pembayaran. Di wilayah tertentu, cash-out cost dapat tinggi. Agent network dan interoperabilitas sistem 

pembayaran menjadi bagian dari kualitas. 

Conditionality juga perlu dinilai berdasarkan cost-effectiveness. Persyaratan yang rumit dapat membebani 

penerima dan birokrasi tanpa manfaat yang sepadan. Setiap syarat sebaiknya memiliki tujuan jelas dan bukti. 

Dalam krisis bencana atau ekonomi, speed menjadi kualitas utama. Sistem yang sangat hemat tetapi lambat 

dapat gagal karena bantuan datang setelah rumah tangga menjual aset produktif. Resilience menuntut kapasitas 

surge. 

Pengukuran efisiensi program sosial sebaiknya mencakup cost per beneficiary, delivery cost, 

inclusion/exclusion error, payment timeliness, grievance resolution, dan impact terhadap kemiskinan. Dengan 

cara ini, efisiensi dan martabat penerima dipandang bersama. 

26. Kebencanaan dan Layanan Darurat: Mengapa Kapasitas Cadangan Bukan 

Pemborosan 

Layanan darurat menantang definisi efisiensi karena sebagian kapasitas harus tersedia meskipun tidak selalu 

digunakan. Ambulans, pemadam kebakaran, stok logistik, pusat komando, dan tim tanggap bencana tampak 

memiliki idle capacity pada hari biasa. Tetapi kapasitas cadangan adalah insurance value. 

Jika efisiensi dinilai berdasarkan utilization rate semata, organisasi dapat terdorong mengurangi kapasitas. 

Ketika bencana terjadi, sistem tidak mampu merespons. Kerugian sosial dapat jauh melebihi penghematan 

tahunan. 

Konsep resilience menambahkan dimensi penting pada value for money. Sistem publik yang efisien bukan 

hanya murah saat normal, tetapi mampu mempertahankan fungsi saat shock. Redundancy tertentu dapat rasional. 
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Pemerintah perlu melakukan scenario planning dan menentukan minimum reserve. Stok dapat dikelola 

dengan rotasi agar tidak kedaluwarsa. Kerja sama regional dapat membagi kapasitas. Mutual aid agreement 

memungkinkan daerah saling membantu. 

Teknologi peringatan dini, GIS, dan data cuaca dapat meningkatkan efisiensi respons dengan menargetkan 

sumber daya. Tetapi sistem komunikasi harus memiliki backup. 

Setelah bencana, evaluasi perlu menilai response time, coverage, logistics cost, dan recovery outcome. 

Anggaran kesiapsiagaan sebaiknya dipandang sebagai investasi yang mengurangi expected loss. 

Pelajaran bagi kebijakan efisiensi adalah bahwa tidak semua idle capacity adalah waste. Sebagian adalah 

strategic reserve yang nilainya muncul ketika risiko terealisasi. 

27. Etika Efisiensi: Batas Moral dalam Pengelolaan Anggaran Publik 

Efisiensi sering disajikan sebagai konsep teknis, tetapi sebenarnya sarat nilai. Keputusan mengurangi layanan 

tertentu berarti menentukan siapa yang menanggung konsekuensi. Karena itu, analisis etika perlu menjadi bagian 

dari reformasi fiskal. 

Prinsip utilitarian mendorong pemerintah memaksimalkan manfaat total. Namun jika diterapkan tanpa batas, 

kelompok kecil dengan biaya pelayanan tinggi dapat dikorbankan. Prinsip keadilan menuntut perlindungan hak 

dan akses minimum. 

Dalam layanan kesehatan, misalnya, cost-effectiveness membantu menentukan prioritas, tetapi keputusan 

tidak boleh mengabaikan dignity dan severity. Di pendidikan, sekolah terpencil tidak dapat dinilai hanya 

berdasarkan cost per pupil. 

Procedural justice juga penting. Warga lebih menerima keputusan sulit jika prosesnya transparan, konsisten, 

dan memberi ruang partisipasi. Efisiensi yang diputuskan tertutup dapat menimbulkan distrust. 

Etika juga berkaitan dengan intergenerational equity. Memotong maintenance atau investasi iklim dapat 

menurunkan biaya sekarang tetapi memindahkan beban ke generasi mendatang. Sebaliknya, utang yang 

berlebihan juga memindahkan beban. Kebijakan harus menyeimbangkan keduanya. 

Prinsip do no harm dapat digunakan sebagai filter: penghematan tidak boleh menimbulkan risiko serius pada 

keselamatan, hak dasar, atau kelompok rentan tanpa mitigasi. Untuk proposal besar, ethical impact assessment 

dapat melengkapi analisis fiskal. 

Dengan demikian, efisiensi publik bukan hanya bagaimana menghemat, tetapi bagaimana menghemat secara 

sah, adil, dan bertanggung jawab. 

28. Political Economy Efisiensi: Kepentingan, Insentif, dan Resistensi 

Reformasi efisiensi tidak terjadi di ruang teknokratis. Setiap program memiliki stakeholders. Kontraktor 

memperoleh pendapatan, birokrasi memperoleh kewenangan, daerah memperoleh transfer, dan kelompok 

masyarakat memperoleh manfaat. Perubahan alokasi menciptakan winners dan losers. 

Karena itu, program yang tidak efisien dapat bertahan karena concentrated benefits dan diffuse costs. 

Penerima manfaat terorganisasi memiliki insentif kuat mempertahankan program, sementara pembayar pajak 

tersebar dan tidak memiliki insentif memobilisasi. 

Spending review harus memiliki dukungan politik yang kuat serta metodologi transparan. Tanpa itu, 

pemotongan cenderung mengikuti kemudahan politik, bukan bukti. 
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Birokrasi juga memiliki budget-maximizing incentive dalam beberapa teori. Unit dapat enggan 

mengembalikan anggaran karena khawatir pagu tahun berikutnya berkurang. Ini mendorong year-end spending. 

Reformasi perlu mengubah insentif agar savings tidak selalu dihukum. 

Di sisi lain, target efisiensi dapat digunakan secara simbolik. Pemerintah dapat menonjolkan penghematan 

kecil yang mudah dilihat sementara program besar tidak disentuh. Karena itu, transparency of baseline dan 

independent evaluation penting. 

Komunikasi perubahan harus menunjukkan manfaat nyata. Jika pegawai memahami bahwa penghematan 

perjalanan digunakan untuk alat kesehatan atau sekolah, resistensi dapat berkurang. Jika tidak, kebijakan 

dipersepsikan sebagai pengetatan sepihak. 

Political economy analysis membantu pemerintah merancang sequencing, compensation, dan coalition 

building. Efisiensi yang berkelanjutan membutuhkan bukan hanya desain teknis, tetapi strategi institusional. 

29. Audit Kinerja dan Evaluasi Independen: Dari Kepatuhan ke Manfaat 

Audit publik secara tradisional kuat pada kepatuhan dan kewajaran laporan. Itu penting untuk integritas fiskal. 

Namun efisiensi memerlukan performance audit yang menilai economy, efficiency, dan effectiveness. 

Performance audit dapat menanyakan apakah pengadaan mencapai harga wajar, apakah proses memiliki 

bottleneck, apakah program mencapai target, dan apakah terdapat alternatif lebih murah. Audit semacam ini 

memberi informasi manajerial, bukan hanya temuan kesalahan. 

Evaluasi independen juga penting karena organisasi memiliki bias untuk menilai program sendiri. Program 

yang gagal sering memiliki banyak pembenaran. Independent review dapat meningkatkan objektivitas. 

Namun evaluasi harus proporsional. Tidak semua program memerlukan studi mahal. Pemerintah dapat 

menerapkan tiered evaluation: monitoring sederhana untuk program kecil, evaluasi proses untuk program 

menengah, dan impact evaluation untuk program besar atau inovatif. 

Temuan harus terhubung ke anggaran. Jika evaluasi tidak memengaruhi keputusan, learning loop terputus. 

Kementerian Keuangan dan Bappenas dapat menggunakan evidence tags untuk menunjukkan kekuatan bukti 

setiap program. 

Audit juga perlu melihat unintended consequences. Penghematan yang meningkatkan keluhan atau 

memindahkan biaya ke daerah harus dicatat. 

Budaya evaluasi yang sehat tidak mencari kesalahan semata, tetapi mendorong pembelajaran. Program dapat 

dihentikan bukan karena pegawai gagal, tetapi karena bukti menunjukkan pendekatan lain lebih baik. Ini 

mengurangi defensiveness dan mempercepat realokasi. 

30. Benchmarking Internasional dan Pelajaran bagi Indonesia 

Benchmarking internasional berguna untuk melihat bagaimana negara lain menyeimbangkan disiplin fiskal 

dan kualitas layanan. Banyak negara OECD mengembangkan spending review sebagai proses rutin, bukan hanya 

saat krisis. Review dapat bersifat comprehensive atau targeted pada sektor tertentu. 

Pelajaran pertama adalah pentingnya ownership. Kementerian keuangan dapat menetapkan kerangka, tetapi 

line ministries harus terlibat karena memahami proses dan risiko. Review yang sepenuhnya top-down cenderung 

fokus pada angka. 

Pelajaran kedua adalah penggunaan medium-term perspective. Savings sering memerlukan investasi awal. 

Digitalisasi, reformasi data, atau restrukturisasi tenaga tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun. 
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Pelajaran ketiga adalah transparency. Beberapa negara menerbitkan hasil review dan target savings. Publik 

dapat melihat logika realokasi. Ini meningkatkan accountability. 

Pelajaran keempat adalah service standards. Reformasi kualitas publik sering menggunakan citizen charters, 

service-level agreements, dan public dashboards. Efisiensi dipantau bersama kinerja. 

Namun Indonesia tidak dapat menyalin model secara langsung. Skala geografis, kapasitas daerah, informal 

economy, dan kebutuhan pembangunan berbeda. Benchmarking harus digunakan untuk prinsip, bukan imitasi. 

Laporan OECD/ADB 2025 memberikan gambaran bahwa kepuasan layanan pendidikan dan kesehatan 

Indonesia cukup tinggi secara regional. Ini merupakan aset yang harus dijaga. Agenda efisiensi sebaiknya 

memperkuat faktor yang menghasilkan kepuasan tersebut sekaligus memperbaiki disparitas. 

Indonesia juga memiliki peluang leapfrogging melalui digital public infrastructure. Jika identitas, 

pembayaran, dan pertukaran data dibangun interoperabel, biaya administrasi dapat turun cepat. Tetapi governance 

harus kuat. 

31. Studi Kasus Hipotetis: Menghitung Efisiensi dengan dan tanpa Kualitas 

Bayangkan sebuah kantor pelayanan menerbitkan 100.000 dokumen per tahun dengan biaya Rp20 miliar. 

Biaya rata-rata adalah Rp200.000 per dokumen. Pemerintah mengurangi anggaran menjadi Rp17 miliar dan 

volume tetap 100.000. Secara sederhana, biaya turun menjadi Rp170.000 dan efisiensi meningkat 15 persen. 

Namun setelah pemotongan, waktu tunggu naik dari dua hari menjadi enam hari. Dua puluh persen warga 

harus datang dua kali karena verifikasi tertunda. Jika rata-rata biaya perjalanan dan kehilangan waktu per 

kunjungan adalah Rp100.000, tambahan kunjungan menghasilkan biaya sosial Rp2 miliar. Jika keterlambatan 

rata-rata empat hari memiliki opportunity cost Rp25.000 per hari bagi 100.000 warga, terdapat biaya lain Rp10 

miliar. Total biaya sosial meningkat jauh lebih besar daripada savings pemerintah Rp3 miliar. 

Sekarang bayangkan skenario kedua. Pemerintah menginvestasikan Rp1 miliar pada integrasi data dan 

simplifikasi proses. Tahun berikutnya, biaya operasi turun dari Rp20 miliar menjadi Rp17,5 miliar, tetapi waktu 

penyelesaian turun menjadi satu hari dan repeat visit menjadi 5 persen. Savings pemerintah Rp2,5 miliar, 

sementara citizen cost juga turun. Inilah productive efficiency. 

Contoh ini menunjukkan pentingnya social cost accounting. Pemerintah tidak perlu menghitung setiap 

manfaat dengan presisi sempurna, tetapi harus mengenali arah dan magnitudenya. 

Hal serupa dapat diterapkan pada kesehatan. Pemotongan Rp5 miliar pada skrining dapat terlihat hemat, tetapi 

bila menyebabkan tambahan kasus penyakit lanjut dengan biaya pengobatan Rp20 miliar, kebijakan merugikan. 

Pada jalan, pemeliharaan Rp10 miliar yang ditunda dapat menghasilkan rehabilitasi Rp40 miliar beberapa tahun 

kemudian. 

Analisis semacam ini membantu mengubah diskusi dari nominal ke value. Ia juga memungkinkan decision-

makers menjelaskan mengapa beberapa belanja harus dilindungi walaupun terlihat besar. 

32. Arsitektur Data untuk Efisiensi dan Kualitas 

Efisiensi berbasis bukti membutuhkan data yang menghubungkan transaksi ke layanan dan outcome. Dalam 

banyak organisasi, data keuangan, procurement, SDM, aset, dan layanan berada di sistem berbeda. Akibatnya, 

cost per outcome sulit dihitung. 
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Arsitektur data modern perlu memiliki common identifiers untuk program, unit, lokasi, dan penerima. Data 

tidak harus dikumpulkan dalam satu database raksasa, tetapi harus interoperabel melalui standar dan API yang 

aman. 

Data quality governance diperlukan. Definisi indikator harus konsisten, metadata tersedia, dan ownership 

jelas. Tanpa itu, dashboard dapat menyesatkan. 

Privacy menjadi prinsip utama. Data yang digunakan untuk analitik efisiensi harus mengikuti purpose 

limitation, minimization, access control, dan audit trail. Manfaat fiskal tidak membenarkan pengumpulan data 

berlebihan. 

Analytics dapat digunakan untuk anomaly detection, procurement benchmarking, workload forecasting, dan 

service bottleneck. AI dapat membantu mengidentifikasi pola, tetapi keputusan anggaran tetap perlu human 

oversight. 

Data juga harus tersedia bagi manajer frontline dalam bentuk sederhana. Dashboard yang kompleks tetapi 

tidak digunakan tidak menghasilkan efisiensi. User-centered analytics penting. 

Pada tingkat nasional, data dapat membantu membandingkan unit sejenis dan menemukan outliers. Outlier 

bukan selalu inefisien; ia dapat mencerminkan konteks. Analisis harus diikuti diagnostic review. 

Dengan arsitektur data yang baik, spending review dapat menjadi continuous, bukan hanya exercise tahunan. 

Pemerintah dapat melihat perubahan biaya dan kualitas secara hampir real-time. 

33. Peran Kepemimpinan dalam Menjaga Keseimbangan Efisiensi dan Mutu 

Teknologi dan metodologi tidak cukup tanpa kepemimpinan. Pimpinan publik menentukan bagaimana pesan 

efisiensi diterjemahkan. Jika pimpinan hanya menanyakan berapa anggaran yang dipotong, organisasi akan 

mengejar savings. Jika ia menanyakan savings sekaligus dampak pada warga, perilaku berubah. 

Pemimpin perlu membangun psychological safety agar pegawai dapat melaporkan risiko tanpa takut dianggap 

tidak mendukung efisiensi. Frontline harus dapat mengatakan bahwa pemotongan tertentu akan merusak layanan. 

Informasi ini bukan resistance otomatis, tetapi input keputusan. 

Leadership juga penting dalam cross-boundary collaboration. Banyak efisiensi membutuhkan berbagi data 

dan fungsi lintas instansi. Tanpa sponsor tingkat tinggi, silo sulit diatasi. 

Pemimpin perlu membedakan symbolic cuts dan structural reform. Mengurangi kopi rapat mudah 

dikomunikasikan tetapi dampaknya kecil. Meredesain procurement atau organisasi lebih sulit tetapi savings besar. 

Change management perlu mencakup narasi, kompetensi, insentif, dan quick wins. Pegawai perlu melihat 

bahwa reformasi menghasilkan proses kerja lebih baik, bukan hanya beban lebih berat. 

Ethical leadership memastikan bahwa kelompok rentan tidak menjadi korban karena mereka memiliki voice 

lebih lemah. Keputusan yang adil juga memperkuat trust internal. 

Dalam jangka panjang, budaya continuous improvement lebih penting daripada kampanye efisiensi periodik. 

Organisasi yang setiap tahun mencari pemborosan kecil dan melakukan redesign akan menghasilkan savings 

kumulatif besar tanpa shock pada layanan. 

34. Kesimpulan Sintesis: Menuju Negara yang Hemat, Cerdas, dan Melayani 

Seluruh pembahasan memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik bukan dua 

kutub yang harus dipertentangkan. Konflik muncul ketika efisiensi direduksi menjadi pemotongan nominal dan 
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kualitas tidak masuk ke dalam fungsi tujuan. Bila efisiensi dimaknai sebagai peningkatan public value per rupiah, 

kualitas justru menjadi bagian dari definisinya. 

Indonesia membutuhkan disiplin fiskal karena kebutuhan pembangunan besar dan sumber daya terbatas. 

Tetapi disiplin fiskal yang cerdas harus membedakan waste, enabling cost, frontline capacity, dan strategic 

reserve. Tidak semua pengeluaran administratif adalah pemborosan, dan tidak semua kapasitas yang tampak 

menganggur tidak berguna. 

Kebijakan 2025-2026 memberi momentum untuk membangun sistem spending review yang lebih permanen. 

Fokus berikutnya perlu bergeser dari one-off cuts menuju institutionalized productivity. Pemerintah harus 

menghubungkan anggaran dengan outcome, mengukur citizen burden, dan melindungi service guarantees. 

Digitalisasi, AI, shared services, procurement reform, asset management, dan workforce analytics 

menyediakan instrumen. Tetapi semuanya harus dijalankan dengan governance, security, inclusion, dan human 

oversight. 

Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sebagai satu ekosistem. Banyak layanan melintasi batas organisasi. 

Efisiensi satu instansi tidak boleh menghasilkan biaya pada instansi lain atau warga. 

Pengukuran keberhasilan sebaiknya menampilkan dua sisi secara transparan: berapa savings yang dihasilkan 

dan bagaimana kualitas berubah. Savings tanpa perbaikan atau stabilitas kualitas tidak cukup. Kualitas yang 

meningkat dengan biaya tak terkendali juga tidak berkelanjutan. 

Kerangka Productive Efficiency with Service Guarantees menawarkan kompromi yang bukan kompromi 

lemah, melainkan disiplin ganda. Pemerintah diwajibkan hemat sekaligus melayani. Setiap rupiah harus 

dipertanggungjawabkan, tetapi setiap standar layanan juga harus dijaga. 

Jika prinsip ini diterapkan konsisten, efisiensi tidak akan identik dengan pengurangan negara. Sebaliknya, ia 

memperkuat kapasitas negara dengan mengalihkan sumber daya dari aktivitas bernilai rendah ke pendidikan, 

kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pelayanan yang paling dirasakan warga. Negara yang efisien 

bukan negara yang sekadar membelanjakan lebih sedikit, tetapi negara yang menggunakan sumber daya secara 

cerdas untuk menghasilkan kesejahteraan, keadilan, dan kepercayaan publik yang lebih besar. 

35. Efisiensi dalam Pelayanan Rumah Sakit: Dari Cost Center ke Patient Value 

Rumah sakit publik dan rumah sakit yang melayani peserta jaminan kesehatan berada di titik pertemuan antara 

tuntutan klinis, pembiayaan, regulasi, dan ekspektasi pasien. Dalam organisasi seperti ini, efisiensi tidak dapat 

dinilai hanya dari margin keuangan atau penurunan biaya per hari rawat. Nilai yang dihasilkan harus 

mempertimbangkan keselamatan, clinical outcome, pengalaman pasien, ketepatan waktu, dan kesinambungan 

perawatan. 

Sumber inefisiensi di rumah sakit sering muncul dari alur yang terfragmentasi. Pasien berpindah dari 

pendaftaran ke pemeriksaan, laboratorium, radiologi, farmasi, dan administrasi pembayaran melalui proses yang 

tidak terintegrasi. Setiap perpindahan menimbulkan waiting dan kemungkinan error. Redesign patient flow dapat 

menghasilkan penghematan tanpa mengurangi tenaga klinis. Misalnya, pre-registration, appointment scheduling, 

dan koordinasi diagnostic test dapat mengurangi length of stay. 

Inventory merupakan area penting. Rumah sakit perlu menjaga ketersediaan obat dan alat, tetapi overstock 

meningkatkan biaya dan risiko kedaluwarsa. Sistem inventory berbasis consumption pattern dan criticality dapat 

menyeimbangkan availability dan cost. Untuk barang vital, safety stock harus dipertahankan; untuk barang non-

kritis, replenishment dapat lebih lean. 
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Efisiensi tenaga kesehatan memerlukan acuity-based staffing. Jumlah perawat tidak dapat ditentukan hanya 

dari jumlah tempat tidur karena beban pasien berbeda. Understaffing mungkin menurunkan biaya, tetapi dapat 

meningkatkan adverse events, overtime, dan turnover. Biaya tersebut sering lebih besar daripada savings awal. 

Clinical pathway dan evidence-based protocol dapat mengurangi variasi yang tidak perlu. Namun 

standardisasi harus memberi ruang bagi professional judgement. Tujuannya bukan membuat semua pasien 

menerima intervensi identik, tetapi mengurangi unwarranted variation. 

Patient experience juga memiliki nilai ekonomi. Komunikasi yang buruk dapat menghasilkan kunjungan 

ulang, ketidakpatuhan, dan keluhan. Waktu yang digunakan dokter untuk menjelaskan dapat terlihat mengurangi 

throughput, tetapi meningkatkan outcome. Karena itu, efisiensi perlu mengakui quality-adjusted output. 

Dalam kerangka pembayaran, mekanisme yang terlalu berorientasi volume dapat mendorong overuse, 

sedangkan pembayaran terlalu ketat dapat mendorong under-service. Desain insentif perlu menyeimbangkan cost 

control dan quality metrics. 

Rumah sakit juga merupakan organisasi dengan fixed cost tinggi. Gedung, peralatan, dan layanan 24 jam 

menciptakan kapasitas yang tidak dapat disesuaikan cepat. Efisiensi harus memperhatikan occupancy dan case 

mix, bukan memaksakan cut yang mengganggu kesiapsiagaan. 

Pemerintah dan manajemen rumah sakit dapat menggunakan dashboard yang menggabungkan cost per case, 

length of stay, readmission, infection rate, waiting time, patient experience, dan staff wellbeing. Dengan demikian, 

keputusan anggaran tidak terpisah dari kualitas klinis. 

Pelajaran utama dari rumah sakit adalah bahwa biaya terendah bukan tujuan. Tujuan adalah menghasilkan 

patient value tertinggi dengan sumber daya yang bertanggung jawab. Penghematan yang mengurangi waste dapat 

memperkuat pelayanan; penghematan yang mengurangi care justru menciptakan biaya klinis dan sosial lebih 

besar. 

36. Efisiensi Pelayanan Perguruan Tinggi Negeri dan Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi publik menghadapi tekanan yang berbeda dari pendidikan dasar. Universitas menjalankan 

pengajaran, penelitian, pengabdian, inovasi, dan fungsi administrasi. Banyak outcome bersifat jangka panjang dan 

sulit diukur, sehingga kebijakan efisiensi perlu berhati-hati agar tidak mendorong short-termism. 

Efisiensi administrasi dapat diperoleh melalui shared platforms untuk keuangan, procurement, HR, library, 

dan student services. Digital workflow dapat mengurangi kertas, approval layers, dan waktu proses. Kampus juga 

dapat mengoptimalkan ruang, energi, dan laboratorium melalui scheduling dan shared equipment. 

Namun pemotongan dana penelitian dasar karena hasilnya tidak segera terlihat dapat merusak kapasitas 

inovasi. Penelitian memiliki uncertainty tinggi dan hasilnya sering muncul bertahun-tahun kemudian. Dalam 

kerangka efisiensi dinamis, investasi knowledge creation perlu dinilai dengan horizon panjang. 

Efisiensi pengajaran juga tidak boleh semata meningkatkan rasio mahasiswa-dosen. Kelas besar mungkin 

menurunkan biaya per mahasiswa, tetapi kualitas interaksi dapat turun. Hybrid learning dapat membantu dengan 

materi asynchronous, sementara waktu tatap muka digunakan untuk diskusi, mentoring, dan problem solving. 

Perguruan tinggi dapat menggunakan activity-based costing untuk memahami biaya program studi, 

laboratorium, dan layanan mahasiswa. Namun costing harus disertai mission analysis. Program yang mahal tetapi 

strategis bagi negara tidak otomatis harus ditutup. 



 Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Efisiensi Anggaran versus Kualitas Pelayanan Publik  
 

 

 

Halaman 33 

Kebijakan beasiswa dan bantuan juga perlu dievaluasi berdasarkan akses dan completion. Efisiensi bukan 

hanya jumlah penerima, tetapi apakah mahasiswa dari kelompok rentan dapat menyelesaikan studi dan 

memperoleh manfaat ekonomi. 

Universitas juga memiliki aset yang dapat dimanfaatkan bersama industri atau masyarakat. Tetapi monetisasi 

aset harus tetap menjaga misi akademik dan integritas. 

Dengan demikian, efisiensi pendidikan tinggi harus mendorong administrative productivity, resource sharing, 

dan digital support tanpa mengorbankan academic quality, research capacity, dan equity of access. 

37. Efisiensi Sektor Pajak dan Penerimaan: Melayani sekaligus Mengumpulkan 

Diskusi efisiensi anggaran sering berfokus pada belanja, padahal administrasi penerimaan juga merupakan 

pelayanan publik. Sistem pajak yang rumit meningkatkan compliance cost bagi wajib pajak dan biaya administrasi 

pemerintah. Reformasi yang menyederhanakan proses dapat meningkatkan penerimaan sekaligus kualitas 

layanan. 

Efisiensi administrasi pajak dapat diukur melalui cost of collection, filing time, error rate, refund time, dan 

taxpayer satisfaction. Digital filing dan payment menurunkan biaya, tetapi sistem harus stabil dan mudah 

digunakan. 

Risk-based audit memungkinkan otoritas memusatkan pemeriksaan pada wajib pajak dengan risiko tinggi. Ini 

lebih efisien daripada pemeriksaan acak luas. Data analytics dan third-party information meningkatkan targeting. 

Namun penggunaan algoritma harus transparan secara prosedural. Wajib pajak perlu memiliki mekanisme 

keberatan dan penjelasan yang memadai. Efisiensi enforcement tidak boleh mengurangi due process. 

Simplifikasi formulir dan pre-filled return dapat mengurangi administrative burden. Prinsip ini juga 

membantu kepatuhan sukarela. Ketika sistem mudah, biaya psikologis dan waktu berkurang. 

Investasi pada sistem inti mungkin mahal tetapi dapat menghasilkan efficiency gain besar. Karena itu, belanja 

IT perpajakan sebaiknya dinilai dengan lifecycle view dan governance kuat. 

Pelayanan konsultasi juga penting. Mengurangi call center untuk menghemat dapat meningkatkan kesalahan 

filing dan sengketa. Self-service harus didukung knowledge base yang baik dan escalation path ke petugas. 

Dengan demikian, administrasi penerimaan yang efisien bukan hanya mengumpulkan lebih banyak dengan 

biaya lebih rendah, tetapi menciptakan compliance environment yang adil, mudah, dan dapat dipercaya. 

38. Efisiensi pada Layanan Air, Sanitasi, dan Persampahan 

Layanan air, sanitasi, dan persampahan memiliki karakter utility dan externality yang kuat. Kualitas buruk 

menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan. Karena itu, efisiensi operasional harus dikaitkan dengan 

continuity, quality, coverage, dan affordability. 

Pada layanan air, non-revenue water merupakan sumber inefisiensi utama. Kebocoran fisik dan kehilangan 

komersial membuat sumber daya diproduksi tetapi tidak menghasilkan manfaat atau pendapatan. Investasi leak 

detection dan meter management dapat menurunkan biaya jangka panjang. 

Efisiensi energi pompa juga penting. Optimalisasi pressure dan equipment dapat mengurangi konsumsi listrik 

tanpa mengurangi layanan. Namun pemeliharaan tidak boleh dipotong karena dapat meningkatkan kebocoran dan 

downtime. 
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Dalam persampahan, route optimization menurunkan bahan bakar dan waktu. Segregasi sumber dan recycling 

dapat mengurangi volume landfill. Tetapi sistem harus mempertimbangkan pekerja informal dan insentif rumah 

tangga. 

Tarif juga terkait efisiensi. Harga terlalu rendah dapat membuat utility kekurangan dana maintenance; harga 

terlalu tinggi mengurangi affordability. Cross-subsidy dapat digunakan, tetapi harus transparan. 

Indikator layanan sebaiknya meliputi coverage, continuity, water quality, collection frequency, complaint 

response, unit cost, energy intensity, dan affordability. Dengan demikian, penghematan tidak menurunkan standar 

kesehatan publik. 

Kolaborasi metropolitan dapat menciptakan economies of scale dalam pengolahan sampah dan air. Namun 

governance antar daerah harus jelas mengenai pembiayaan dan akuntabilitas. 

Efisiensi sektor ini menunjukkan pentingnya asset-intensive service management. Pengeluaran maintenance 

yang konsisten sering lebih efisien daripada siklus kerusakan dan rehabilitasi. 

39. Efisiensi dan Perubahan Iklim: Menghindari Penghematan yang Meningkatkan 

Risiko 

Perubahan iklim menambah dimensi baru dalam keputusan anggaran. Infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan 

kota menghadapi risiko banjir, kekeringan, panas ekstrem, serta gangguan rantai pasok. Efisiensi jangka pendek 

yang mengabaikan risiko iklim dapat meningkatkan biaya masa depan. 

Climate-resilient investment mungkin memiliki biaya awal lebih tinggi tetapi menurunkan expected loss. 

Contohnya, desain drainase dengan kapasitas lebih besar, material tahan panas, atau perlindungan pesisir. Jika 

evaluasi hanya menggunakan harga pembangunan awal, opsi ini tampak tidak efisien. 

Analisis perlu menggunakan risk-adjusted lifecycle cost. Probabilitas bencana dan kerugian perlu 

diperhitungkan. Bahkan bila estimasi tidak pasti, scenario analysis dapat menunjukkan sensitivitas. 

Efisiensi energi gedung pemerintah merupakan area win-win. Retrofit, LED, dan energy management dapat 

menurunkan biaya operasi dan emisi. Savings dapat digunakan untuk layanan lain. 

Procurement juga dapat memasukkan environmental criteria. Namun green procurement harus fokus pada 

total value dan menghindari persyaratan yang hanya simbolik. 

Adaptasi iklim membutuhkan koordinasi lintas sektor. Efisiensi satu sektor dapat merugikan sektor lain. 

Misalnya, pengambilan air murah untuk pertanian dapat meningkatkan kekurangan air perkotaan. Integrated 

planning diperlukan. 

Dengan demikian, sustainability merupakan bagian dari efisiensi dinamis. Pemerintah yang mengabaikan 

risiko iklim mungkin tampak hemat saat ini tetapi membayar lebih mahal nanti. 

40. Manajemen Perubahan: Mengubah Efisiensi dari Proyek menjadi Budaya 

Banyak program efisiensi gagal bukan karena ide teknis buruk, tetapi karena perubahan tidak dikelola. 

Pegawai melihat kebijakan sebagai pemotongan sementara dan menunggu sampai tekanan berlalu. Agar 

berkelanjutan, efisiensi perlu menjadi bagian dari budaya organisasi. 

Tahap pertama adalah membangun sense of purpose. Pimpinan harus menjelaskan bahwa tujuan bukan 

sekadar memenuhi target penghematan, tetapi membebaskan sumber daya untuk layanan prioritas. Narasi yang 

bermakna meningkatkan engagement. 
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Tahap kedua adalah melibatkan pegawai dalam diagnostic. Mereka diminta memetakan proses, waste, dan 

bottleneck. Kaizen workshop atau service redesign lab dapat digunakan. Partisipasi membuat perubahan lebih 

realistis. 

Tahap ketiga adalah menyediakan capability. Pegawai memerlukan keterampilan process mapping, data 

analysis, procurement, digital tools, dan change management. Tanpa kompetensi, mereka akan kembali ke metode 

pemotongan sederhana. 

Tahap keempat adalah mengubah insentif. Unit yang menghasilkan savings berkualitas dapat memperoleh 

pengakuan atau ruang reinvestment. Tetapi gaming harus dicegah melalui quality metrics. 

Tahap kelima adalah learning loop. Setiap reformasi dievaluasi, lessons documented, dan praktik baik 

disebarkan. Kesalahan kecil diperlakukan sebagai bahan belajar, bukan hanya kesalahan administratif. 

Komunikasi internal harus dua arah. Frontline dapat melaporkan unintended consequences. Dashboard 

kualitas memberi early warning. 

Budaya efisiensi yang sehat tidak berarti selalu mencari pengurangan. Ia berarti terus bertanya apakah proses 

masih diperlukan, apakah ada cara lebih baik, dan apakah sumber daya ditempatkan pada prioritas yang benar. 

41. Desain Institusional Spending Review Nasional 

Agar efisiensi tidak bergantung pada instruksi ad hoc, Indonesia dapat memperkuat spending review sebagai 

institusi rutin. Proses dapat dimulai setiap tahun dengan pemilihan tema atau program berdasarkan ukuran 

anggaran, risiko, perubahan teknologi, atau bukti kinerja lemah. 

Setiap review memiliki terms of reference, baseline, outcome target, dan metodologi. Tim terdiri dari 

Kementerian Keuangan, Bappenas, kementerian teknis, serta ahli bila diperlukan. Keterlibatan lembaga teknis 

penting agar rekomendasi operasional realistis. 

Review sebaiknya membedakan four options: continue, improve, scale down, atau discontinue. Program tidak 

harus hanya dipotong; ia dapat didesain ulang. 

Evidence matrix dapat menilai kekuatan bukti, cost-effectiveness, strategic relevance, equity, dan 

implementation risk. Ini membuat keputusan lebih sistematis. 

Hasil review kemudian masuk ke medium-term budgeting. Savings tidak selalu harus direalisasikan pada 

tahun yang sama. Beberapa reformasi memerlukan transisi. 

Publikasi ringkasan review dapat meningkatkan transparansi. Informasi sensitif tetap dilindungi, tetapi alasan 

kebijakan sebaiknya terbuka. 

Pemerintah juga perlu melacak realization. Savings yang diproyeksikan belum tentu nyata. Baseline drift dan 

cost rebound perlu dipantau. 

Spending review yang matang akan mengubah kultur anggaran incremental menjadi evidence-informed 

budgeting. 

42. Risiko Gaming, Goodhart’s Law, dan Distorsi Target Efisiensi 

Ketika suatu indikator dijadikan target, perilaku organisasi berubah. Goodhart's Law menyatakan bahwa 

ukuran yang menjadi target dapat berhenti menjadi ukuran yang baik. Ini sangat relevan untuk efisiensi. 
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Jika unit dinilai dari persentase penghematan, mereka dapat menunda pengeluaran penting, memindahkan 

biaya ke tahun berikutnya, atau mengklasifikasikan ulang kegiatan. Secara laporan target tercapai, tetapi efisiensi 

nyata tidak meningkat. 

Jika rumah sakit dinilai dari length of stay, pasien dapat dipulangkan terlalu cepat. Jika kantor layanan dinilai 

dari jumlah kasus selesai, kasus kompleks dapat dihindari. Karena itu, target harus balanced. 

Anti-gaming design mencakup kombinasi indikator, audit sampling, dan focus pada outcome. Tidak ada satu 

KPI yang sempurna. 

Target juga perlu mempertimbangkan denominator. Cost per case dapat turun jika kasus sederhana meningkat, 

bukan karena produktivitas. Risk adjustment diperlukan. 

Qualitative review tetap penting. Data memberi sinyal, tetapi pimpinan perlu memahami konteks. Dashboard 

tidak boleh menggantikan judgement. 

Insentif sebaiknya tidak terlalu tinggi agar tidak mendorong manipulasi. Penghargaan dapat berbasis 

improvement yang diverifikasi. 

Dengan memahami gaming risk, pemerintah dapat membangun sistem kinerja yang mendorong perilaku 

produktif, bukan sekadar kepatuhan angka. 

43. Efisiensi dan Inovasi: Mengapa Eksperimen Terukur Dibutuhkan 

Efisiensi jangka panjang sering membutuhkan inovasi, tetapi inovasi memiliki risiko gagal. Jika budaya 

anggaran menghukum semua kegagalan, organisasi akan memilih solusi aman dan mempertahankan proses lama. 

Karena itu, pemerintah membutuhkan ruang eksperimen terukur. 

Pilot project memungkinkan ide diuji pada skala kecil dengan biaya terbatas. Sebelum pilot, pemerintah 

menetapkan hypothesis, baseline, target, dan exit criteria. Setelah itu, hasil dievaluasi sebelum scale-up. 

Innovation fund dapat mendukung proyek redesign, digital tools, atau procurement baru. Dana kecil yang 

kompetitif dapat menghasilkan savings besar jika proyek berhasil. 

Namun innovation theatre harus dihindari. Banyak proyek menggunakan label inovasi tetapi tidak memiliki 

measurable benefit. Setiap inovasi harus dihubungkan dengan masalah layanan dan outcome. 

Sandbox regulasi dapat membantu sektor yang cepat berubah, tetapi harus memiliki batas risiko. Feedback 

dari pengguna penting. 

Scale-up merupakan tahap kritis. Solusi yang berhasil pada pilot kecil belum tentu berhasil nasional. 

Infrastruktur, SDM, dan konteks daerah berbeda. Implementation science dapat membantu. 

Efisiensi dan inovasi saling memperkuat ketika savings dari inovasi digunakan untuk mendanai eksperimen 

berikutnya. Ini menciptakan virtuous cycle. 

44. Membangun Kontrak Sosial Baru tentang Anggaran dan Pelayanan 

Pada tingkat paling mendasar, anggaran publik merupakan bagian dari kontrak sosial. Warga membayar pajak, 

mematuhi aturan, dan memberikan legitimasi; pemerintah menyediakan layanan, perlindungan, dan kesempatan. 

Efisiensi memperkuat kontrak ini bila menunjukkan bahwa sumber daya dikelola bertanggung jawab. 

Namun kontrak sosial dapat melemah bila warga melihat penghematan tetapi tidak melihat perbaikan. Mereka 

mungkin merasa negara menarik diri sementara beban pajak dan biaya hidup tetap tinggi. Persepsi ini 

memengaruhi trust dan kepatuhan. 
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Karena itu, hasil efisiensi perlu dikomunikasikan sebagai public dividend. Pemerintah dapat menunjukkan 

bahwa pengurangan biaya administrasi membiayai sekolah, kesehatan, atau infrastruktur. Cerita konkret lebih 

mudah dipahami daripada angka agregat. 

Partisipatory performance review dapat melibatkan warga dalam menilai layanan. Data keluhan dan survei 

menjadi input anggaran. Ini menghubungkan voice dengan allocation. 

Kontrak sosial modern juga mencakup data. Warga memberikan data kepada pemerintah dan mengharapkan 

keamanan serta penggunaan yang bertanggung jawab. Digital efficiency harus menjaga trust tersebut. 

Keadilan antargenerasi juga bagian dari kontrak sosial. Anggaran harus menjaga aset dan lingkungan untuk 

masa depan. 

Dalam perspektif ini, efisiensi bukan agenda teknokratis yang dingin. Ia adalah cara menunjukkan 

penghormatan terhadap kontribusi warga dengan memastikan setiap rupiah digunakan untuk nilai publik. 

45. Agenda Riset dan Pengembangan Kebijakan 

Masih banyak pertanyaan empiris yang perlu diteliti untuk memahami hubungan efisiensi dan kualitas di 

Indonesia. Pertama, diperlukan studi mengenai dampak kebijakan efisiensi 2025 terhadap indikator layanan 

kementerian dan pemerintah daerah. Analisis perlu membedakan sektor dan wilayah. 

Kedua, penelitian dapat mengukur citizen administrative burden. Survei time-and-cost untuk layanan 

identitas, perizinan, kesehatan, dan bantuan sosial akan memberi gambaran biaya yang tidak terlihat dalam APBN. 

Ketiga, data panel antar daerah dapat digunakan untuk menganalisis hubungan belanja per kapita, governance, 

dan outcome. Metode stochastic frontier atau data envelopment analysis dapat membantu mengidentifikasi 

efficiency frontier, tetapi harus context-adjusted. 

Keempat, penelitian qualitative dapat menggali coping behavior pegawai frontline saat anggaran berubah. Ini 

penting karena banyak dampak kualitas terjadi melalui diskresi petugas. 

Kelima, eksperimen digital service dapat menguji apakah simplifikasi, reminder, pre-filled forms, atau chatbot 

menurunkan burden tanpa mengurangi akses. 

Keenam, studi tentang maintenance backlog diperlukan untuk menghitung fiscal cost of deferred maintenance. 

Ketujuh, penelitian dapat mengembangkan public value index yang menggabungkan efficiency, quality, 

equity, dan trust. 

Agenda riset tersebut akan memperkuat evidence base sehingga kebijakan efisiensi semakin presisi dan tidak 

bergantung pada asumsi umum. 

46. Analisis Trade-off: Kapan Penghematan Mulai Merusak Kualitas? 

Hubungan antara biaya dan kualitas dapat dianalisis melalui konsep threshold. Pada banyak layanan terdapat 

ruang awal untuk mengurangi pemborosan tanpa efek berarti pada mutu. Ruang ini muncul dari duplikasi proses, 

pengadaan tidak efisien, rapat yang berlebihan, atau utilisasi aset rendah. Namun setelah slack berkurang, 

organisasi mendekati capacity constraint. Pada titik ini, pengurangan lebih lanjut mulai meningkatkan waiting 

time, error, backlog, dan ketidakpuasan. 

Masalah kebijakan adalah bahwa threshold tersebut tidak terlihat langsung. Karena itu, pemerintah perlu 

menggunakan leading indicators. Dalam rumah sakit, overtime, bed occupancy, dan stockout dapat menjadi 
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sinyal. Dalam sekolah, absensi guru, rasio kelas, dan kondisi fasilitas dapat menunjukkan tekanan. Dalam 

administrasi, backlog dan repeat visit menjadi indikator. 

Pendekatan marginal analysis dapat digunakan. Setiap tahap penghematan dievaluasi berdasarkan savings 

tambahan dan perubahan kualitas. Jika marginal saving lebih kecil daripada marginal social cost, penghematan 

harus dihentikan. Walaupun social cost tidak selalu dapat dimonetisasi secara presisi, perubahan indikator dapat 

memberi guidance. 

Scenario stress test juga bermanfaat. Unit diminta mensimulasikan dampak cut 5, 10, dan 15 persen. Hasilnya 

tidak langsung menjadi target, tetapi membantu menemukan titik rawan. Simulasi perlu memisahkan komponen 

discretionary dan essential. 

Threshold juga dapat berubah karena teknologi. Setelah redesign, kapasitas dapat meningkat sehingga ruang 

efisiensi baru muncul. Ini menunjukkan bahwa pemotongan dan inovasi tidak boleh diperlakukan sama. 

Pemotongan hanya mengurangi input; inovasi mengubah production function. 

Pemerintah dapat menggunakan service elasticity of spending, yaitu sensitivitas indikator layanan terhadap 

perubahan belanja. Layanan dengan elastisitas tinggi memerlukan perlindungan lebih besar, sedangkan area 

dengan elastisitas rendah dapat menjadi kandidat review. 

Analisis trade-off yang sistematis membuat kebijakan lebih adaptif. Pemerintah tidak perlu memilih target 

permanen yang kaku, tetapi dapat mengubah langkah berdasarkan data real-time. 

47. Efisiensi dalam Pengelolaan Program Prioritas Nasional 

Program prioritas nasional biasanya memperoleh perhatian dan anggaran besar. Justru karena skalanya besar, 

potensi efisiensi juga besar. Tetapi tekanan untuk menunjukkan hasil cepat dapat mendorong implementasi yang 

tergesa dan biaya koordinasi tinggi. 

Program lintas sektor memerlukan governance architecture yang jelas. Tanpa kejelasan peran, beberapa 

instansi dapat membiayai aktivitas serupa. Program management office dapat membantu mengintegrasikan 

timeline, procurement, data, dan risiko. 

Efisiensi juga dapat dicapai melalui standard design. Misalnya, pembangunan fasilitas serupa dapat 

menggunakan modular design yang disesuaikan konteks. Standardisasi mengurangi biaya desain dan 

mempercepat procurement, tetapi tetap perlu fleksibilitas lokal. 

Outcome framework harus ditetapkan sejak awal. Program prioritas tidak seharusnya dinilai hanya dari jumlah 

unit dibangun atau dana terserap. Pertanyaan akhirnya adalah apakah masalah publik berkurang. 

Independent gate review dapat dilakukan pada milestone tertentu. Jika asumsi awal berubah, program dapat 

diadaptasi. Ini mencegah escalation of commitment. 

Program besar juga perlu benefit realization management. Banyak investasi selesai secara fisik tetapi 

manfaatnya belum terwujud karena SDM, operasional, atau konektivitas tidak tersedia. Anggaran operasi harus 

dipertimbangkan sejak desain. 

Efisiensi program prioritas dengan demikian memerlukan disiplin yang sama seperti program biasa, bahkan 

lebih kuat karena opportunity cost-nya besar. 
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48. Komunikasi Kebijakan Efisiensi kepada Publik dan Aparatur 

Kebijakan efisiensi sering menimbulkan rumor karena istilahnya sederhana tetapi implikasinya kompleks. 

Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan pegawai memotong kegiatan penting atau masyarakat mengira 

layanan akan dikurangi secara luas. 

Pemerintah perlu memiliki communication framework yang membedakan tujuan, scope, protected services, 

timeline, dan feedback channel. Pesan harus konsisten antar kementerian. 

Contoh konkret lebih efektif. Pemerintah dapat menjelaskan bahwa perjalanan yang dapat diganti rapat daring 

dikurangi, sementara obat, layanan kelas, atau bantuan sosial dilindungi. Ini mengurangi ambiguity. 

Bagi aparatur, FAQ dan decision tree membantu menentukan mana pengeluaran yang boleh dikurangi. 

Manajer frontline perlu channel untuk meminta clarification. 

Publik juga perlu mengetahui destination of savings. Jika penghematan direalokasikan ke program prioritas, 

informasi tersebut meningkatkan perceived fairness. 

Komunikasi tidak boleh menjadi propaganda. Risiko dan trade-off harus diakui. Jika terjadi penurunan 

layanan sementara akibat transisi, pemerintah perlu menjelaskan mitigasi. 

Feedback publik dapat dipantau melalui complaint system dan media sosial, tetapi analisis harus 

memperhatikan bias. Keluhan meningkat tidak selalu berarti kualitas turun; bisa berarti kanal pengaduan lebih 

mudah. 

Komunikasi yang baik merupakan bagian dari implementasi, bukan aktivitas tambahan. Ia mengurangi 

uncertainty cost dan membantu menjaga kepercayaan. 

49. Indikator Inti Nasional untuk Mengawal Efisiensi dan Kualitas 

Untuk menghindari fragmentasi indikator, pemerintah dapat menetapkan national core metrics yang berlaku 

lintas layanan dengan adaptasi sektoral. Kelompok pertama adalah financial metrics: unit cost, administrative 

overhead ratio, procurement savings, asset utilization, dan realized savings. 

Kelompok kedua adalah access metrics: coverage, geographic access, digital accessibility, dan waiting time. 

Kelompok ketiga adalah quality metrics: error, reliability, safety, completion rate, dan user experience. 

Kelompok keempat adalah equity metrics: gap antarwilayah, kelompok pendapatan, disabilitas, dan urban-

rural. Kelompok kelima adalah resilience metrics: surge capacity, continuity during disruption, backup readiness, 

dan maintenance condition. 

Setiap indikator perlu baseline, target, threshold, dan data owner. Threshold penting agar sistem memberikan 

alarm ketika kualitas memburuk. 

National core metrics tidak harus menggantikan indikator sektoral. Tujuannya memberikan common 

language. Rumah sakit tetap memiliki indikator klinis, sekolah memiliki learning outcome, tetapi semua dapat 

melaporkan waiting, access, cost, dan equity. 

Data sebaiknya dipublikasikan secara periodik dalam format dashboard. Namun ranking sederhana harus 

dihindari jika konteks berbeda. Lebih baik menunjukkan trend dan peer comparison. 

Audit data dan metadata sangat penting. Angka tanpa definisi konsisten dapat menciptakan false comparison. 

Dengan core metrics, pemerintah dapat mengawasi apakah efisiensi benar-benar produktif. Dewan 

perwakilan, auditor, akademisi, dan masyarakat juga memiliki basis yang lebih kuat untuk evaluasi. 
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50. Kerangka Evaluasi Ex Ante dan Ex Post Kebijakan Efisiensi 

Setiap kebijakan efisiensi besar sebaiknya melewati dua tahap evaluasi. Ex ante evaluation dilakukan sebelum 

keputusan untuk memperkirakan savings, risiko, dan dampak layanan. Ex post evaluation dilakukan setelah 

implementasi untuk melihat hasil nyata. 

Ex ante assessment dapat mencakup baseline spending, service volume, vulnerable groups, fixed 

commitments, dan legal obligations. Proposal penghematan kemudian diuji melalui scenario analysis. 

Risk register mencatat kemungkinan service disruption, implementation delay, vendor failure, cyber risk, dan 

workforce impact. Setiap risiko memiliki mitigation owner. 

Ex post evaluation membandingkan realized savings dengan target. Banyak savings bersifat accounting, 

misalnya expenditure delayed. Hanya pengurangan biaya berkelanjutan yang seharusnya dihitung sebagai 

structural savings. 

Kualitas dianalisis dengan interrupted time series atau before-after dengan control jika memungkinkan. 

Keluhan dan satisfaction data menjadi pelengkap. 

Evaluasi juga perlu melihat rebound effect. Penghematan energi misalnya dapat mengurangi biaya per unit 

tetapi penggunaan meningkat. Dalam layanan, proses lebih cepat dapat meningkatkan demand. Ini bukan selalu 

negatif, tetapi harus dihitung. 

Hasil evaluasi sebaiknya digunakan untuk scale, modify, atau reverse. Kemampuan membatalkan kebijakan 

yang merusak layanan adalah tanda governance yang sehat, bukan kelemahan. 

51. Rangkaian Prinsip Praktis bagi Manajer Publik 

Bagi manajer publik, agenda efisiensi dapat diterjemahkan ke sejumlah pertanyaan praktis. Pertama, aktivitas 

apa yang benar-benar bernilai bagi warga? Kedua, proses mana yang hanya ada karena kebiasaan historis? Ketiga, 

berapa biaya unit layanan dan bagaimana trennya? Keempat, di mana terjadi waiting, rework, dan handoff? 

Kelima, apakah data yang sama diminta lebih dari sekali? Keenam, apakah aset digunakan optimal? Ketujuh, 

apakah kontrak dan vendor memberikan value sesuai biaya? Kedelapan, apakah pegawai menggunakan waktunya 

untuk pekerjaan yang sesuai kompetensi? 

Kesembilan, apa yang akan terjadi pada pengguna jika anggaran tertentu dipotong? Kesepuluh, siapa 

kelompok yang paling terdampak? Kesebelas, apakah savings berasal dari waste reduction atau service reduction? 

Kedua belas, bagaimana kualitas akan dimonitor? 

Manajer dapat menggunakan simple improvement cycle: define, measure, analyze, improve, control. 

Definisikan masalah, ukur baseline, analisis akar penyebab, lakukan redesign, dan kontrol hasil. 

Quick wins penting untuk membangun momentum, tetapi harus diikuti structural reform. Mengurangi 

perjalanan mungkin mudah, tetapi integrasi data menghasilkan manfaat lebih besar. 

Dokumentasi lessons learned perlu menjadi bagian dari rutinitas. Organisasi publik sering kehilangan 

pengetahuan ketika pejabat berganti. 

Pada akhirnya, kualitas manajemen menentukan apakah target efisiensi menjadi beban atau kesempatan 

reformasi. Manajer yang memiliki data dan ruang inovasi dapat mengubah tekanan fiskal menjadi perbaikan 

layanan. 
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52. Refleksi Akhir untuk Indonesia Kontemporer 

Indonesia memasuki fase pembangunan yang menuntut negara melakukan banyak hal sekaligus: menjaga 

stabilitas, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat infrastruktur, mengurangi kemiskinan, menghadapi 

perubahan iklim, dan mendorong transformasi digital. Dalam situasi ini, ruang fiskal menjadi sumber daya 

strategis. 

Efisiensi anggaran karena itu tidak dapat dipandang sebagai episode sesaat. Ia adalah kompetensi negara untuk 

mengalokasikan sumber daya di tengah perubahan. Kompetensi ini membutuhkan informasi, institusi, dan budaya. 

Tantangan Indonesia adalah heterogenitas. Reformasi nasional harus cukup konsisten untuk menjamin 

akuntabilitas, tetapi cukup fleksibel untuk kondisi daerah. One-size-fits-all berisiko menciptakan ketidakadilan. 

Peluang terbesar terletak pada pengurangan biaya administrasi dan fragmentasi. Integrasi data, pengadaan 

strategis, shared services, dan redesign citizen journey dapat menghasilkan savings tanpa menyentuh layanan inti. 

Namun teknologi harus diperlakukan sebagai enabler, bukan tujuan. Sistem digital yang buruk dapat 

menciptakan pemborosan baru. Investasi harus diikuti governance dan evaluasi. 

Pelayanan publik juga perlu dilihat sebagai investasi kepercayaan. Warga yang merasakan layanan mudah, 

adil, dan dapat diandalkan lebih mungkin mempercayai institusi. Trust pada gilirannya membantu kepatuhan dan 

implementasi kebijakan. 

Karena itu, efisiensi dan kualitas seharusnya menjadi satu agenda: membangun negara yang mampu 

melakukan lebih banyak hal yang penting dengan lebih sedikit hal yang tidak penting. Rumusan ini menghindari 

dua ekstrem, yaitu birokrasi boros dan austerity yang melemahkan layanan. 

Ke depan, keberhasilan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengukur hal yang benar. 

Savings perlu diketahui, tetapi begitu pula waktu warga, mutu, equity, dan resilience. Apa yang tidak diukur 

mudah diabaikan. 

Dengan disiplin tersebut, reformasi anggaran dapat menjadi sarana memperkuat kapasitas negara. Efisiensi 

bukan penyusutan pelayanan, melainkan penyaringan prioritas. Dana yang dibebaskan dari pemborosan 

dikembalikan ke masyarakat melalui layanan yang lebih baik. Itulah makna paling produktif dari efisiensi 

anggaran dalam Indonesia kontemporer. 

53. Efisiensi dan Kepuasan Publik: Menghubungkan Anggaran dengan Persepsi Warga 

Kepuasan masyarakat tidak identik dengan kualitas objektif, tetapi tetap merupakan indikator penting karena 

pelayanan publik berakhir pada pengalaman warga. OECD/ADB melaporkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi 

terhadap pendidikan dan kesehatan di Indonesia pada 2024. Angka tersebut menunjukkan adanya modal 

kepercayaan dan persepsi positif yang perlu dipelihara ketika pemerintah melakukan efisiensi. 

Namun kepuasan dipengaruhi oleh ekspektasi. Warga membandingkan layanan pemerintah dengan 

pengalaman digital di sektor swasta. Karena itu, standar kecepatan, transparansi, notifikasi, dan kemudahan 

meningkat. Pemerintah dapat melakukan penghematan besar tetapi tetap dinilai buruk jika proses terasa rumit. 

Sebaliknya, perbaikan proses sederhana seperti tracking status dapat meningkatkan kepuasan tanpa biaya besar. 

Survei kepuasan sebaiknya tidak hanya menanyakan apakah warga puas, tetapi mengurai faktor 

pembentuknya. Apakah waktu tunggu terlalu lama? Apakah informasi jelas? Apakah petugas membantu? Apakah 

warga harus datang berulang kali? Pertanyaan diagnostik membuat data lebih berguna untuk redesign. 
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Kepuasan juga perlu diinterpretasikan bersama indikator objektif. Warga mungkin puas karena ekspektasi 

rendah, padahal standar teknis belum terpenuhi. Dalam kesehatan, keselamatan klinis lebih penting daripada 

sekadar kepuasan. Dalam pendidikan, hasil belajar tetap harus diukur. Karena itu, satisfaction adalah bagian dari 

dashboard, bukan satu-satunya ukuran. 

Efisiensi dapat meningkatkan kepuasan bila menghasilkan simplicity. Banyak warga menghargai proses yang 

tidak membuang waktu. Penghapusan syarat yang tidak relevan, integrasi data, dan penyelesaian pada kontak 

pertama meningkatkan persepsi kompetensi pemerintah. 

Sebaliknya, kebijakan yang mengurangi jumlah kanal tanpa mempersiapkan alternatif dapat menurunkan 

kepuasan. Perubahan harus diikuti komunikasi dan dukungan transisi. 

Analisis keluhan dapat menjadi sumber data murah. Text analytics dapat mengelompokkan jenis masalah, 

lokasi, dan tren. Tetapi sistem pengaduan harus benar-benar menghasilkan tindak lanjut. 

Hubungan anggaran-kepuasan juga dapat diteliti secara empiris. Tidak selalu wilayah dengan belanja tertinggi 

memiliki kepuasan tertinggi. Variasi ini dapat menunjukkan pentingnya governance dan proses. 

Bagi manajer publik, pertanyaan yang relevan bukan hanya berapa biaya layanan, tetapi apakah warga merasa 

prosesnya masuk akal, adil, dan dapat diprediksi. Efisiensi yang meningkatkan pengalaman warga memberikan 

legitimasi tambahan bagi reformasi fiskal. 

54. Efisiensi, Korupsi, dan Integritas Anggaran 

Pemborosan dan korupsi bukan hal yang sama, tetapi keduanya menurunkan value for money. Korupsi dapat 

menaikkan harga, menurunkan kualitas, mengarahkan proyek ke prioritas yang salah, atau menciptakan transaksi 

yang sebenarnya tidak diperlukan. Karena itu, agenda integritas merupakan bagian dari efisiensi. 

E-procurement dan open contracting dapat meningkatkan transparansi harga serta kompetisi. Data 

procurement dapat digunakan untuk mendeteksi single bidder, price outlier, split purchase, atau pola vendor yang 

tidak biasa. Analitik semacam ini memperkuat pencegahan. 

Namun sistem digital tidak otomatis menghapus korupsi. Jika spesifikasi dibuat untuk vendor tertentu atau 

evaluasi tidak independen, proses elektronik hanya mendigitalkan masalah lama. Governance dan accountability 

tetap diperlukan. 

Whistleblowing system dapat mengungkap pemborosan yang tidak terlihat oleh audit rutin. Pelapor perlu 

perlindungan dan tindak lanjut yang kredibel. 

Conflict-of-interest disclosure penting terutama dalam pengadaan dan grant. Keputusan harus dapat ditelusuri. 

Audit berbasis risiko dapat memusatkan sumber daya pada transaksi bernilai tinggi atau berisiko. Ini 

meningkatkan efisiensi fungsi pengawasan sendiri. 

Integritas juga memengaruhi kepercayaan. Warga lebih menerima kebijakan penghematan bila yakin bahwa 

pemerintah terlebih dahulu mengurangi kebocoran dan privilese. Jika masyarakat melihat pemborosan elite tetapi 

layanan dipotong, legitimasi menurun. 

Dengan demikian, kebijakan efisiensi yang kredibel harus berjalan bersama agenda antikorupsi. Setiap rupiah 

yang diselamatkan dari kebocoran dapat dialihkan ke pelayanan tanpa mengurangi kapasitas negara. 
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55. Efisiensi dan Kemitraan dengan Sektor Swasta serta Organisasi Sosial 

Pemerintah tidak selalu harus memproduksi seluruh layanan secara langsung. Kontrak, kemitraan publik-

swasta, organisasi sosial, dan community-based delivery dapat menjadi pilihan. Namun outsourcing bukan 

sinonim efisiensi. Keputusan harus membandingkan total cost, kualitas, risiko, dan kapasitas pengawasan. 

Sektor swasta dapat memiliki keunggulan teknologi, economies of scale, atau fleksibilitas. Pemerintah dapat 

memanfaatkan keunggulan tersebut untuk layanan tertentu. Tetapi kontrak yang tidak lengkap dapat menghasilkan 

renegotiation, penurunan kualitas, atau ketergantungan vendor. 

Make-or-buy analysis perlu dilakukan sebelum outsourcing. Pertanyaan mencakup apakah output mudah 

diukur, apakah pasar kompetitif, apakah aset spesifik tinggi, dan apakah kegagalan vendor menimbulkan risiko 

besar. 

Untuk layanan sosial, organisasi masyarakat sering memiliki trust lokal dan kemampuan menjangkau 

kelompok rentan. Kemitraan dapat meningkatkan akses, tetapi akuntabilitas dana publik harus jelas. 

Payment by results dapat mendorong outcome, tetapi indikator harus dirancang hati-hati. Provider dapat 

memilih kasus mudah jika risiko tidak disesuaikan. 

Public-private partnership untuk infrastruktur dapat memindahkan pembiayaan dan risiko, tetapi bukan uang 

gratis. Value-for-money analysis perlu membandingkan dengan pengadaan konvensional sepanjang siklus hidup. 

Pemerintah juga harus mempertahankan contract management capability. Outsourcing tanpa kemampuan 

mengelola kontrak dapat meningkatkan biaya. 

Kemitraan terbaik terjadi ketika peran dibagi berdasarkan comparative advantage dan pemerintah tetap 

menjadi steward kepentingan publik. Efisiensi harus diukur pada sistem, bukan hanya anggaran pemerintah. 

56. Efisiensi dalam Kondisi Krisis Ekonomi dan Tekanan Fiskal 

Pada masa krisis ekonomi, pemerintah menghadapi tekanan penerimaan dan peningkatan kebutuhan sosial 

secara bersamaan. Dalam kondisi seperti ini, efisiensi menjadi lebih mendesak tetapi juga lebih berisiko. 

Pemotongan yang memperdalam resesi dapat kontraproduktif karena menurunkan permintaan dan memperburuk 

layanan saat masyarakat paling membutuhkan dukungan. 

Prinsip countercyclical policy menyarankan bahwa waktu konsolidasi fiskal perlu memperhatikan kondisi 

ekonomi. Efisiensi struktural dapat terus dilakukan, tetapi austerity luas pada masa kontraksi perlu dianalisis hati-

hati. 

Prioritization menjadi kunci. Belanja dengan multiplier tinggi, perlindungan sosial, dan layanan dasar dapat 

dipertahankan, sementara proyek kurang mendesak ditunda. Penghematan administrasi tetap relevan. 

Automatic stabilizers seperti bantuan dan sistem jaminan sosial membutuhkan kapasitas data dan pembayaran. 

Investasi pada sistem saat kondisi normal meningkatkan efisiensi respons saat krisis. 

Krisis juga menuntut fleksibilitas procurement dan anggaran. Namun fleksibilitas harus diimbangi 

transparansi karena risiko penyimpangan meningkat. 

Setelah krisis, temporary measures perlu dievaluasi agar tidak menjadi permanen tanpa alasan. Sunset clauses 

membantu mengembalikan disiplin. 

Resilience fiscal berarti pemerintah memiliki buffer dan kemampuan reprioritization. Efisiensi jangka panjang 

membantu membangun ruang fiskal tersebut. 
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Dengan demikian, hubungan efisiensi dan kualitas berubah menurut siklus ekonomi. Kebijakan yang tepat 

pada kondisi normal belum tentu tepat pada krisis. Sistem harus adaptif. 

57. Epilog: Dari Pemotongan Menuju Reformasi Produktivitas Negara 

Perdebatan tentang efisiensi anggaran sering berhenti pada angka yang mudah dikomunikasikan: berapa 

triliun yang dipotong atau direalokasikan. Padahal pertanyaan yang menentukan adalah apa yang berubah di dalam 

mesin pemerintahan. Apakah proses menjadi lebih sederhana? Apakah data terintegrasi? Apakah pengadaan lebih 

cerdas? Apakah pegawai frontline memiliki lebih banyak waktu untuk melayani? Apakah warga menghabiskan 

lebih sedikit waktu untuk birokrasi? 

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut positif, efisiensi telah menjadi reformasi produktivitas. Jika tidak, 

penghematan kemungkinan hanya bersifat akuntansi. Reformasi produktivitas membutuhkan transformasi 

production function pemerintah: dengan teknologi, proses, dan kemampuan yang lebih baik, input yang sama 

menghasilkan public value lebih besar. 

Indonesia memiliki kesempatan untuk menggunakan momentum efisiensi sebagai pintu masuk reformasi yang 

lebih dalam. Spending review dapat diinstitusikan, indikator kualitas dapat disatukan, data anggaran dan layanan 

dapat diintegrasikan, dan daerah dapat memperoleh dukungan analitik. 

Kualitas pelayanan harus tetap menjadi kompas. Negara hadir untuk melayani warga, sehingga setiap 

reformasi fiskal pada akhirnya harus dinilai dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Efisiensi bukan 

tujuan final, melainkan cara menjaga keberlanjutan pelayanan dan memperluas ruang bagi prioritas baru. 

Dalam perspektif manajemen strategis, kemampuan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit pemborosan 

adalah sumber ketahanan organisasi. Negara yang produktif dapat menghadapi perubahan demografi, teknologi, 

iklim, dan geopolitik dengan lebih siap. 

Karena itu, paradigma yang dibutuhkan adalah selective austerity against waste and strategic investment in 

public value. Pemerintah harus keras terhadap pemborosan, tetapi cermat melindungi kapasitas yang 

menghasilkan manfaat. 

Epilog ini menegaskan kembali tesis utama artikel: efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik tidak 

harus dipertentangkan. Pertentangan muncul ketika kebijakan gagal membedakan biaya dari nilai. Dengan tata 

kelola berbasis bukti, service guarantees, equity, resilience, dan partisipasi, efisiensi dapat menjadi sarana 

memperkuat negara, bukan mengecilkannya. 

58. Matriks Keputusan Efisiensi: Menentukan Apa yang Dipangkas, Dilindungi, atau 

Ditingkatkan 

Agar efisiensi tidak berubah menjadi pemotongan seragam, organisasi publik memerlukan alat keputusan 

yang sederhana tetapi disiplin. Salah satu pendekatan adalah matriks dua dimensi yang memetakan setiap 

komponen belanja berdasarkan nilai publik dan fleksibilitas biaya. Komponen bernilai publik rendah dan 

fleksibilitas tinggi menjadi kandidat utama pengurangan. Komponen bernilai tinggi tetapi fleksibel perlu 

dioptimalkan, bukan dipotong. Komponen bernilai tinggi dan rigid harus dilindungi atau direncanakan ulang 

secara jangka menengah. Komponen bernilai rendah tetapi rigid memerlukan reformasi struktural karena 

penghematan tidak dapat dilakukan cepat. 

Nilai publik dapat ditentukan melalui beberapa kriteria: kontribusi terhadap outcome nasional, jumlah 

penerima manfaat, kepentingan bagi kelompok rentan, risiko keselamatan, externalities, dan legitimasi hukum. 
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Fleksibilitas biaya mencakup kemampuan menunda, mengubah kontrak, mengganti teknologi, atau mengurangi 

volume tanpa menimbulkan penalty besar. 

Matriks kedua dapat menggunakan dimensi quality risk dan savings potential. Kegiatan dengan savings tinggi 

dan risiko kualitas rendah adalah quick wins. Savings tinggi dan risiko tinggi membutuhkan redesign serta 

mitigasi. Savings rendah dan risiko tinggi sebaiknya dihindari. Savings rendah dan risiko rendah dapat dilakukan 

hanya bila biaya implementasinya juga rendah. 

Penggunaan matriks membuat diskusi anggaran lebih transparan. Setiap unit harus menjelaskan mengapa 

suatu belanja masuk kategori tertentu. Perbedaan pandangan dapat diuji dengan data. Ini lebih baik daripada 

negosiasi yang hanya berfokus pada persentase. 

Sebagai contoh, perjalanan dinas rutin yang dapat diganti rapat daring mungkin memiliki nilai publik rendah 

dan fleksibilitas tinggi. Pemeliharaan alat ICU memiliki nilai sangat tinggi dan fleksibilitas rendah. Program 

pelatihan yang seremonial dapat dikurangi, tetapi pelatihan kompetensi klinis atau guru perlu dinilai berdasarkan 

bukti. 

Matriks juga dapat diperluas dengan horizon waktu. Beberapa pengeluaran tampak rendah nilainya dalam satu 

tahun tetapi tinggi dalam lima tahun, seperti cybersecurity, research, atau preventive maintenance. Karena itu, 

penilaian harus menggunakan short-, medium-, dan long-term value. 

Setiap keputusan sebaiknya memiliki owner dan monitoring indicator. Jika kegiatan dikurangi, indikator 

kualitas terkait harus dipantau. Jika savings tidak muncul atau kualitas memburuk, keputusan dapat ditinjau ulang. 

Matriks tidak menggantikan judgement, tetapi membuat judgement lebih eksplisit. Ia membantu organisasi 

menghindari bias terhadap kegiatan yang paling mudah dipotong. Dalam birokrasi besar, alat sederhana semacam 

ini dapat meningkatkan konsistensi kebijakan efisiensi secara signifikan. 

59. Dimensi Makroekonomi: Efisiensi Belanja dan Pertumbuhan Jangka Panjang 

Efisiensi belanja publik tidak hanya memengaruhi kualitas layanan mikro, tetapi juga pertumbuhan ekonomi. 

Pengeluaran pemerintah yang dialihkan dari biaya administratif bernilai rendah ke infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan, dan inovasi dapat meningkatkan produktivitas faktor produksi. Dengan kata lain, spending composition 

sama pentingnya dengan spending level. 

Literatur ekonomi menunjukkan bahwa hubungan antara belanja dan pertumbuhan bergantung pada 

komposisi serta kualitas institusi. Belanja produktif dapat memiliki multiplier dan supply-side effect, sementara 

belanja yang buruk hanya menambah permintaan sementara atau bahkan menciptakan crowding out. Karena itu, 

efisiensi alokatif merupakan bagian dari strategi pertumbuhan. 

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan pembiayaan pembangunan tetap besar. Efisiensi dapat menciptakan 

fiscal space tanpa selalu meningkatkan defisit atau pajak. Ruang ini dapat digunakan untuk memperkuat human 

capital, konektivitas, energi, dan transformasi digital. 

Namun jika penghematan mengurangi layanan kesehatan, pendidikan, atau maintenance, dampak makro dapat 

negatif. Kesehatan buruk menurunkan produktivitas tenaga kerja; kualitas pendidikan lemah menurunkan human 

capital; infrastruktur rusak menaikkan logistics cost. Penghematan fiskal jangka pendek dapat dibayar dengan 

pertumbuhan lebih rendah. 

Efisiensi juga memengaruhi confidence. Investor memperhatikan kualitas institusi, kepastian layanan, dan 

infrastruktur. Pemerintah yang mampu menunjukkan disiplin fiskal sekaligus pelayanan berkualitas memberi 

sinyal kapasitas negara yang baik. 
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Distribusi juga penting. Belanja publik yang efisien tetapi sangat terkonsentrasi dapat meningkatkan 

ketimpangan dan mengurangi social cohesion. Karena itu, growth-enhancing efficiency perlu disertai pemerataan 

akses. 

Pada level makro, indikator yang relevan mencakup public investment efficiency, human capital outcomes, 

logistics performance, dan quality of governance. Fiscal savings sendiri tidak cukup. 

Dengan demikian, agenda efisiensi dapat menjadi bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang jika 

diarahkan pada reallocation to productivity. Ini memperkuat tesis bahwa penghematan yang baik bukan 

mengurangi peran negara, tetapi meningkatkan kualitas pilihan negara. 

60. Penegasan Akhir dan Prinsip Normatif 

Dari seluruh analisis dapat dirumuskan beberapa prinsip normatif. Pertama, anggaran publik harus dipandang 

sebagai sumber daya masyarakat yang wajib digunakan secara hemat dan bertanggung jawab. Pemborosan adalah 

kehilangan kesempatan untuk membiayai kebutuhan yang lebih penting. 

Kedua, pelayanan publik merupakan kewajiban dan instrumen penciptaan nilai. Efisiensi tidak sah bila 

diperoleh dengan menurunkan standar keselamatan, hak dasar, atau akses kelompok rentan tanpa justifikasi yang 

kuat. 

Ketiga, ukuran keberhasilan harus multidimensional. Savings, kualitas, akses, equity, resilience, dan trust 

perlu dipantau bersama. Tidak ada satu indikator yang dapat mewakili seluruh kinerja. 

Keempat, keputusan efisiensi harus berbasis bukti tetapi tetap mengakui nilai dan judgement. Data membantu 

memperjelas trade-off, namun tidak menggantikan pertimbangan etika dan konstitusional. 

Kelima, reformasi terbaik mengubah proses sebelum mengurangi kapasitas. Simplifikasi, standardisasi, 

integrasi data, pengadaan strategis, dan manajemen aset harus menjadi urutan awal. 

Keenam, efisiensi adalah proses pembelajaran berkelanjutan. Program perlu dievaluasi, dihentikan bila tidak 

efektif, dan diperbaiki bila masih memiliki nilai. Organisasi publik harus mampu mengakui bahwa desain lama 

tidak lagi optimal. 

Ketujuh, hasil penghematan perlu terlihat manfaatnya bagi masyarakat. Reinvestment dan transparansi 

memperkuat legitimasi. Warga akan lebih menerima disiplin fiskal jika merasakan layanan yang lebih baik. 

Kedelapan, Indonesia membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap keragaman wilayah. Biaya pelayanan 

di daerah terpencil tidak dapat dinilai dengan standar yang sama seperti kota besar. Equity-adjusted efficiency 

lebih sesuai. 

Kesembilan, teknologi harus memperkuat manusia. Digitalisasi dan AI seharusnya mengurangi pekerjaan 

repetitif dan meningkatkan kualitas keputusan, bukan menciptakan barrier baru atau menghilangkan akuntabilitas. 

Kesepuluh, kepemimpinan publik harus menjaga keseimbangan. Tugas pemimpin bukan memilih antara 

hemat dan melayani, tetapi membangun organisasi yang mampu melakukan keduanya. 

Prinsip-prinsip ini dapat menjadi fondasi bagi tata kelola anggaran Indonesia ke depan. Dengan memandang 

efisiensi sebagai productive discipline dan pelayanan sebagai public value, perdebatan tidak lagi berhenti pada 

versus. Yang dibutuhkan adalah sintesis: anggaran yang hemat dalam proses, cerdas dalam alokasi, kuat dalam 

akuntabilitas, dan tinggi dalam mutu pelayanan kepada masyarakat. 
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61. Perspektif Manajemen Strategis: Efisiensi sebagai Kapabilitas Organisasi Publik 

Dalam perspektif manajemen strategis, efisiensi bukan hanya ukuran keuangan, tetapi kapabilitas organisasi 

untuk mengalokasikan sumber daya secara adaptif. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berubah cepat: 

teknologi, demografi, risiko kesehatan, perubahan iklim, dinamika geopolitik, dan ekspektasi warga. Organisasi 

publik yang terlalu rigid akan terus membiayai struktur lama meskipun kebutuhan berubah. Karena itu, 

kemampuan melakukan reprioritization merupakan strategic capability. 

Kapabilitas ini terdiri atas sensing, seizing, dan transforming. Sensing berarti mendeteksi perubahan 

kebutuhan, biaya, dan kinerja melalui data. Seizing berarti mengambil keputusan untuk mengalihkan sumber daya 

ke peluang atau masalah yang lebih penting. Transforming berarti mengubah proses, struktur, teknologi, dan 

kompetensi agar organisasi dapat bekerja dengan model baru. 

Efisiensi anggaran sering gagal pada tahap transforming. Pemerintah mengetahui bahwa suatu proses mahal, 

tetapi tidak memiliki kapasitas untuk mengubah sistem. Akhirnya, solusi yang dipilih adalah pemotongan 

sederhana. Investasi pada change capability karena itu merupakan enabling expenditure yang penting. 

Strategic portfolio management juga relevan. Program pemerintah dapat diperlakukan sebagai portofolio. 

Sebagian program adalah core services yang harus stabil, sebagian adalah growth or transformation initiatives, 

sebagian perlu diperbaiki, dan sebagian dapat dihentikan. Portofolio yang sehat tidak mempertahankan semua 

program dengan intensitas sama. 

Scenario planning membantu menghadapi ketidakpastian. Pemerintah dapat menyiapkan skenario 

pertumbuhan tinggi, perlambatan, krisis iklim, atau shock kesehatan. Setiap skenario memiliki trigger dan pilihan 

reprioritisasi. Dengan demikian, efisiensi tidak selalu dilakukan reaktif ketika tekanan muncul. 

Strategic reserves juga penting. Ruang fiskal, kapasitas SDM, dan stok darurat merupakan bentuk option 

value. Organisasi yang mengoptimalkan semua sumber daya sampai tidak memiliki slack dapat menjadi rapuh. 

Efisiensi strategis berbeda dari maksimalisasi utilisasi setiap saat. 

Selain itu, alignment antara strategi dan anggaran harus diperkuat. Jika prioritas nasional berubah tetapi 

struktur anggaran tetap mengikuti program historis, strategi tidak memiliki sumber daya. Spending review menjadi 

mekanisme untuk memperbaiki alignment. 

Manajemen strategis juga menekankan learning. Setelah program berjalan, asumsi awal perlu diuji. Jika 

outcome tidak muncul, organisasi harus mampu pivot. Budaya yang menganggap perubahan sebagai kegagalan 

akan mempertahankan program tidak efektif. 

Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat dipahami sebagai dynamic capability negara. Negara yang mampu 

memindahkan sumber daya secara cepat, adil, dan berbasis bukti akan lebih tangguh menghadapi disrupsi. Fokus 

ini melampaui penghematan tahunan dan menempatkan efisiensi sebagai bagian dari kapasitas strategis 

pemerintahan. 

62. Agenda Transformasi Manajerial: Dari Budget Compliance ke Outcome 

Stewardship 

Salah satu perubahan paling penting yang diperlukan adalah pergeseran orientasi dari budget compliance 

menuju outcome stewardship. Compliance tetap penting karena dana publik harus digunakan sesuai hukum. 

Namun kepatuhan saja tidak menjamin manfaat. Organisasi dapat membelanjakan seluruh anggaran secara benar 

secara administratif tetapi menghasilkan outcome yang rendah. 
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Outcome stewardship berarti setiap manajer melihat dirinya sebagai penjaga hasil publik, bukan sekadar 

pengguna pagu. Pertanyaan utamanya berubah dari "apakah anggaran terserap?" menjadi "apakah kondisi 

masyarakat membaik dan apakah sumber daya digunakan secara optimal?" 

Pergeseran ini memerlukan sistem informasi yang menghubungkan belanja dengan hasil. Manajer harus dapat 

melihat biaya per layanan, kualitas, dan tren. Tanpa data tersebut, stewardship hanya menjadi slogan. 

Delegasi juga perlu diperbaiki. Jika seluruh keputusan kecil harus memperoleh persetujuan berlapis, manajer 

tidak memiliki ruang mengoptimalkan. Governance berbasis risiko dapat memberi fleksibilitas lebih besar untuk 

transaksi rendah risiko, sementara kontrol diperketat untuk nilai dan risiko tinggi. 

Akuntabilitas kemudian bergeser dari input control semata ke performance dialogue. Pimpinan dan unit 

pelaksana membahas variasi kinerja, akar masalah, dan tindakan perbaikan. Dialog ini lebih berguna daripada 

sekadar pemeriksaan serapan. 

Outcome stewardship juga memerlukan cross-sector perspective. Banyak outcome, seperti stunting, 

kemiskinan, atau produktivitas, tidak dapat dicapai satu kementerian. Anggaran perlu mendorong kolaborasi dan 

shared outcomes. 

Pada tingkat individu, kompetensi manajer publik perlu mencakup financial literacy, data literacy, service 

design, dan leadership. Kemampuan membaca anggaran harus dipadukan dengan pemahaman pengguna layanan. 

Sistem penghargaan dapat mengakui unit yang meningkatkan outcome dengan biaya terkendali. Namun 

insentif perlu dirancang agar tidak mendorong gaming. Peer recognition dan kesempatan scaling innovation dapat 

menjadi bentuk penghargaan non-finansial. 

Perubahan menuju outcome stewardship akan memerlukan waktu karena menyentuh budaya birokrasi. 

Namun tanpa perubahan ini, efisiensi akan terus dipahami sebagai instruksi eksternal. Dengan stewardship, 

efisiensi menjadi bagian dari tanggung jawab profesional manajer publik. 

Pada akhirnya, tata kelola anggaran yang matang adalah kombinasi antara legal compliance, fiscal discipline, 

managerial flexibility, dan public accountability. Empat unsur tersebut memungkinkan pemerintah menjaga 

kualitas layanan sambil memastikan setiap rupiah digunakan untuk hasil yang paling bernilai bagi masyarakat. 

63. Ringkasan Kebijakan: Lima Ujian bagi Setiap Program Efisiensi 

Sebagai penutup operasional, setiap usulan efisiensi anggaran dapat diuji dengan lima pertanyaan sederhana. 

Pertama, apakah penghematan berasal dari pengurangan waste atau dari pengurangan service capacity? 

Pertanyaan ini memaksa organisasi membedakan antara aktivitas bernilai rendah dan kapasitas yang benar-benar 

dibutuhkan warga. Jika savings muncul karena menghapus duplikasi, memperbaiki pengadaan, mengurangi 

perjalanan, atau mengintegrasikan data, risiko kualitas biasanya rendah. Jika savings berasal dari pengurangan 

jam layanan, tenaga frontline, pemeliharaan, atau stok penting, analisis risiko harus jauh lebih ketat. 

Kedua, apakah biaya benar-benar turun pada tingkat sistem? Penghematan pemerintah dapat menjadi semu 

bila biaya dipindahkan kepada warga, pemerintah daerah, keluarga pasien, sekolah, atau pelaku usaha. Karena itu, 

evaluasi perlu melihat total social cost. Waktu, perjalanan, ketidakpastian, dan biaya kepatuhan adalah bagian dari 

beban yang harus diperhitungkan. 

Ketiga, apakah standar kualitas dan akses tetap terpenuhi? Setiap program efisiensi sebaiknya memiliki 

service guarantee dengan indikator sebelum dan sesudah reformasi. Waiting time, error rate, coverage, safety, 

satisfaction, dan equity gap menjadi instrumen untuk mendeteksi kerusakan layanan. Bila threshold dilanggar, 

kebijakan harus disesuaikan. 
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Keempat, apakah penghematan berkelanjutan? Menunda pembayaran atau maintenance hanya memindahkan 

biaya ke tahun berikutnya. Savings yang berkualitas berasal dari perubahan proses, kontrak, teknologi, demand 

management, atau penghentian program yang memang tidak efektif. Pemerintah perlu membedakan one-off 

savings dari structural savings. 

Kelima, ke mana sumber daya yang dihemat dialihkan? Efisiensi memperoleh legitimasi lebih kuat bila 

savings mendukung prioritas bernilai tinggi. Reinvestment pada kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, 

infrastruktur, digital public infrastructure, atau peningkatan kapasitas dapat mengubah efisiensi menjadi public 

dividend yang nyata. 

Lima ujian ini dapat dipakai oleh kementerian, pemerintah daerah, rumah sakit, sekolah, universitas, dan unit 

layanan lain. Kesederhanaannya membantu menjaga fokus ketika diskusi anggaran menjadi sangat teknis. Ia juga 

mengingatkan bahwa efisiensi bukan kompetisi untuk menghasilkan angka penghematan terbesar, tetapi disiplin 

untuk meningkatkan nilai publik. 

Apabila lima pertanyaan tersebut dijawab secara transparan dan didukung data, kemungkinan terjadinya false 

economy dapat dikurangi. Organisasi akan lebih mampu membedakan penghematan yang produktif dari 

penghematan yang hanya tampak baik dalam laporan keuangan. Dengan cara itu, agenda efisiensi dapat 

berkembang menjadi proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan yang menjaga kualitas pelayanan kepada 

masyarakat Indonesia. 

64. Catatan Kontekstual 2026: Menjaga Efisiensi di Tengah Prioritas yang Meluas 

Konteks 2026 memperkuat urgensi pendekatan efisiensi yang cermat karena pemerintah menjalankan banyak 

prioritas secara bersamaan. Anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, 

pembangunan desa, dan program strategis lain menuntut kapasitas fiskal yang besar. Dalam situasi ini, kualitas 

komposisi belanja menjadi sama pentingnya dengan besaran belanja. Setiap kegiatan administratif yang dapat 

disederhanakan menciptakan ruang untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. 

Namun perlu diingat bahwa program prioritas juga dapat menghasilkan tekanan baru pada organisasi 

pelaksana. Ketika dana direalokasikan cepat, kementerian dan daerah harus menyiapkan procurement, SDM, data, 

dan pengawasan. Jika kapasitas implementasi tidak mengikuti, dana dapat terserap tanpa outcome yang sepadan. 

Dengan demikian, efisiensi bukan hanya memotong pengeluaran lama, tetapi memastikan kapasitas organisasi 

siap menerima prioritas baru. 

Kebijakan 2026 juga memberi peluang untuk memperkuat institutional learning dari pengalaman 2025. Data 

tentang dampak penghematan pada layanan, transfer daerah, dan operasi kementerian dapat digunakan untuk 

menyempurnakan metode. Area yang terbukti dapat dihemat tanpa penurunan kualitas dapat menjadi standar baru, 

sedangkan area yang mengalami gangguan perlu memperoleh koreksi atau perlindungan lebih jelas. 

Pemerintah perlu menghindari siklus tahunan di mana efisiensi selalu dimulai dari nol. Basis data savings, 

indikator kualitas, dan lessons learned harus dipertahankan lintas tahun. Dengan demikian, reformasi bergerak 

dari kampanye periodik menuju sistem manajemen pengeluaran yang matang. 

Pada akhirnya, konteks 2026 menunjukkan bahwa tantangan fiskal Indonesia bukan semata kekurangan 

sumber daya, melainkan bagaimana mengelola banyak tujuan secara simultan. Efisiensi yang berbasis value for 

money, service guarantees, dan evidence memungkinkan negara menjaga disiplin fiskal sambil tetap memperluas 

kualitas pelayanan publik. 
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Glossarium 

Activity-Based Costing (ABC): Metode penghitungan biaya berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber 

daya. 

Austerity: Kebijakan pengetatan fiskal yang menurunkan pengeluaran atau meningkatkan penerimaan untuk 

mengurangi defisit atau utang. 

Back-office: Fungsi administratif pendukung yang tidak selalu berinteraksi langsung dengan pengguna layanan. 

Benchmarking: Perbandingan kinerja atau biaya dengan unit lain yang relevan untuk menemukan peluang 

perbaikan. 

Citizen burden: Total waktu, biaya, usaha, dan risiko yang harus ditanggung warga untuk memperoleh layanan 

publik. 

Citizen journey: Rangkaian pengalaman pengguna dari awal kebutuhan hingga layanan selesai. 

Cost shifting: Pemindahan biaya dari satu pihak ke pihak lain tanpa mengurangi biaya total sistem. 

Digital divide: Kesenjangan akses, kemampuan, atau manfaat dalam penggunaan teknologi digital. 

Effectiveness: Tingkat keberhasilan program mencapai tujuan atau outcome yang direncanakan. 

Efficiency: Kemampuan menghasilkan output atau outcome dengan penggunaan sumber daya yang optimal. 

Equity: Keadilan distribusi akses, manfaat, dan beban kebijakan. 

Fiscal space: Ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai prioritas tanpa mengganggu 

keberlanjutan fiskal. 

Frontline service: Pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

Interoperability: Kemampuan sistem dan data untuk saling terhubung dan digunakan secara aman. 

Lifecycle cost: Total biaya suatu aset atau sistem sepanjang siklus hidupnya. 

Outcome: Perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat penggunaan output program. 

Output: Produk atau layanan langsung yang dihasilkan kegiatan pemerintah. 

Productive efficiency: Pencapaian output maksimum dari input tertentu atau output tertentu dengan input 

minimum tanpa menurunkan standar kualitas. 

Public value: Nilai sosial yang dihasilkan pemerintah melalui outcome, fairness, legitimasi, dan kualitas proses 

publik. 

Resilience: Kemampuan sistem pelayanan untuk mempertahankan fungsi dan pulih ketika mengalami guncangan. 

Service guarantee: Standar minimum pelayanan yang harus tetap dipenuhi ketika dilakukan efisiensi. 

Spending review: Evaluasi sistematis atas pengeluaran untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan peluang 

realokasi. 

Value for money: Prinsip memperoleh manfaat publik terbaik melalui kombinasi economy, efficiency, 

effectiveness, dan sering kali equity. 

Waste: Penggunaan sumber daya yang tidak memberikan nilai tambah atau manfaat yang sepadan. 
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